BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan perhitungan terhadap 63 teks berita
mengena kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia selama periode Februari-
September 2012, untuk melihat apakah dalam pemberitaan lingkungan hidup Kompas
telah menerapkan objektivitas dengan balk atau sebaliknya. Dapat dismpulkan
bahwa Kompas telah menerapkan objektivitas dengan baik berdasarkan kategorisas
objektivitas Rahma Ida. Di mana dalam penelitian ini digunakan untuk menilai baik
atau tidaknya objektivitas Kompas dalam pemberitaan lingkungan.

Dari dimens akurasi dapat dilihat dari empat kategori yaitu kesesuaian judul
dengan isi berita, pencantuman waktu, penggunaan data pendukung, dan faktualitas
berita. Objektivitas dinilai baik dalam kategori ini karena berdasarkan hasil penelitian
Kompas menujukkan dalam sebagian besar teks berita yang menjadi sampe
penelitian bahwa judul yang ditentukan memiliki kesesuaian dengan isi berita, waktu
kegadian atau wawancara disertakan dalam berita, menggunakan data pendukung
untuk memperjelas berita dan tidak terdapat pencampuran fakta dan opini dalam
berita

Dimensi ketidakberpihakan menunjukkan objektivitas yang baik dengan

menghadirkan lebih dari satu sumber berita dan menampilkan ukuran fisik luas
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kolom yang sama di antara narasumber dalam berita. Dimensi validitas menujukkan
objektivitas yang dinilai baik dengan atribusi yang jelas dari sumber berita dan
kompetensi pihak yang dijadikan sumber berita dapat dipercaya yaitu bersumber dari
pelaku langsung. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas telah

memenuhi nilai-nilai objektivitas secarabaik dan berimbang.

2. Kritik dan Saran

2.1 Kritik

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menyadari terdapat kekurangan dan

kelemahan, diantaranya:

a. Penditi menemukan bahwa terdapat unit analisis yang ditentukan oleh
peneliti kurang fokus sehingga menimbulkan kebingungan bagi pengkoding
saat mengisi lembar koding. Namun hal itu dapat teratasi ketika peneliti
mencoba menjelaskan definisi operasionalnya sehingga hasil penelitian yang
diperoleh sesuai dengan harapan peneliti.

b. Pendliti juga menemukan bahwa terdapat kelemahan pada metode Rahma Ida
Khususnya pada bagian kompetensi berdasarkan sumber berita. Pada metode
ini kompetensi hanya dilihat dari 3 hal dan tidak dijelaskan atau tidak ada
ukuran secara pasti perbedaan antara narasumber yang kompeten atau tidak.

c. Pendliti menyadari telah banyak penelitian mengenai objektivitas yang

dilakukan.
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2.2.

Saran

Peneliti berharap bagi penelitian selanjutnya yang menyangkut pemberitaan
seputar objektivitas berita lingkungan menggunakan media selain Kompas.
Seperti, media lokal atau media yang belum secara tetap memberitakan berita
seputar lingkungan sebagai objek penelitian. Mengingat hasil dari penelitian
ini menunjukkan objektivitas Kompas sudah tinggi dalam pemberitaan

lingkungan hidup.

. Dalam penelitian mengenai lingkungan, peneliti seharusnya mengetahui

istilah-istilah ilmiah mengenai lingkungan.

89



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abrar, Ana Nadya 1993. Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup.
Y ogyakarta: Gadjah Mada University Press

Daniel, Valerina. 2009. Easy Green Living. Bandung: Hikmah
Eriyanto. 2011. AnalisisIsi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ishwara, Luwi. 2005. Catatan-catatan Jurnalisme Dasar. Jakarta: Kompas
Gramedia

Kriyantono, Rachmat. 2008. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.

McQuail, Denis. 1987. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Erlangga

Noviriyanti, Andi. 2006. Objektivitas Berita Lingkungan Jurnalistik
Berkelanjutan. Riau: Takar

Nurudin. 2007. Pengantar Komunikas Massa. Jakarta : Raa Grafindo
Persada

Rivers William L dan Mathews. 1994. Etika Media Massa dan
Kecenderungan Untuk Melanggarnya. Bandung: Rosdakarya

Rahayu. (ed). 2006. Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar Di
Indonesia. Y ogyakarta: Pusat Kgjian Media dan Budaya Populer, Dewan Pers
dan Departemen Komunikasi dan Informasi.

Rosentiel Tom & Kovach Bill. 2006. Sembilan Elemen Jurnalisme. Jakarta:
Pantau

Sularto, St. (ed). 2007. Kompas Menulis dari Dalam. Jakartaz Kompas
Gramedia

90



JURNAL :

Harsono, Soni Sisbudi. 2012. Mitigasi dan Adaptasi Kondisi Lahan Gambut
di Indonesia dengan Sstem Pertanian Berkelanjutan. Y ogyakarta
Insist Press.

Jhamtani Hira. 2012. Perubahan Iklim dan Industrialisas [Imu.Y ogyakarta:
Insist Press.

Kusumayudha dan lIsbandiyah, Hs. 2006.Lingkungan Hidup dan Media
Massa. UGM, 1-14.

Suryatmojo Hatma. 2012. Adaptasi Masyarakat di kawasan Ekosistem
Gambut dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim.Y ogyakarta: Insist
Press.

SKRIPSI DAN TESIS:

Heneok, Yunie. 2007. Analisis Isi Media Kompas Terkait Berita Pemanasan
Global .Petra University. Skripsi

Haswari, Aninda. 2010. Jurnalisme Lingkungan Seputar Berita Pergerakan
Tanah Jawa.Universitas Atma Jaya Y ogyakarta. Skripsi

Trikurniati, Elizabeth Paulina Dewi. 2010. Jurnalisme Lingkungan Media
Indonesia.Universitas Atma Jaya Y ogyakarta. Skripsi

Nurraya, Nillam. 2011. Objektivitas Berita Kerusuhan Temanggung.
Universitas Atma Jaya Y ogyakarta. Skrips

Rademakers, Lisa. 2004. Examining the heandbooks on Enviromental
Journalism. South Florida University. Thesis

SURAT KABAR:

Lingkungan dan Peran Media oleh Birgitta Bestari Puspita. Bernas Jogja 26
Juni 2012. Hal .4
Surat Kabar Harian Kompas. 5 Maret 2013. Hal.6

DATA ONLINE:

91



Departemen Kehutanan. 2012. Minggu Ke Il Bulan September 2012.
Frekuensi pemberitaan Media Massa Seputar Lingkungan. Website (Akses 18
Maret 2013) dan tersediadi World Wide Web: http://www.dephut.go.id

Zubaedah Neneng. 2012. 12 Januari 2012 MNC Berkomitmen
DukungKampanye Lingkungan Hidup.Website. (Akses 18 Maret 2013) dan
tersedia di World Wide Web: http://www.seputar-
indonesi a.com/edisi cetak/content/view/375298/

Media Cetak Kompas. 2011. 19 Desember 2011. Media Award 2011 dan
Status Lingkungan Hidup Indonesia (Akses pada 7 Maret 2013) dan tersedia
di World Wide Web: http://www.menlh.go.id/kompas-meraih-dua-

penghargaan/

MediaOnline Kompas. 2013. 18 Me 2013. Semarang Ayo Hijaukan
Sekolahmu! (Akses pada 10 Juli 2013) dan tersedia di World Wide Web:
http://www.kompasmuda.com/Berita/ Tabld/189/ArtMID/711/Articlel D/207/H
utan-Sekolah.aspx

Media Online Kompas. 2012. 5 Desember 2012. Ekspedisi Cincin Api,
Wartawan Kompas Terima Anugerah Adiwarta (Akses pada 10 Juli 2013) dan
tersediadi World Wide Web:

http://sains.kompas.com/read/2012/12/05/09254128/Wartawan.Kompas. Terim
a.Anugerah.Adiwarta

Tribun Online. 2012. 4 Juni 2012. UIN Alauddin Tuan Rumah Kegiatan
Kompas (Akses pada 10 Juli 2013) dan tersediadi World Wide Web:

http://makassar .tri bunnews.com/2012/06/04/uin-a auddi n-tuan-rumah-
kegiatan-kompas

Tribun Online. 2013. 7 April 2013. Bike For Nature (Akses pada 10 Juli 2013)
dan tersediadi World Wide Web:

http://manado.tribunnews.com/2013/04/07/sekitar-7500-peserta-bersepeda-di-
bike-for-nature-harian-kompas

92



93



LAMPIRAN



Lampiran 1 : Berita Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di SKH Kompas

No | Judul Berita Tanggal Dimuat Dimuat di
1 | Jantung Borneo 16 Februari 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
Tambang dan Kebun Ancam Hutan
2 | Perubahan Kedua Berpotensi Terjadi | 20 Februari 2012 Rubrik  Lingkungan
Lagi, UU Pemberian Izin Baru dan Kesehatan
3 | Kelembagaan REDD+ Disiapkan | 20 Februari 2012 Rubrik  Lingkungan
Penegakan Hukum Multiaspek dan Kesehatan
4 | Kehutanan Menhut: Penetapan Balik Ke | 28 Februari 2012 Rubrik  Lingkungan
Aturan Lama dan Kesehatan
5 | Manajemen Kehutanan 29 Februari 2012 Rubrik  Lingkungan
. . dan Kesehatan
Tebang Pilih dan Tanam Jalur Diperlukan
6 | Biodirvesitas, Greenpeace Laporkan | 3 Maret 2012 Rubrik  Lingkungan
Dugaan Perusakan Hutan dan Kesehatan
7 | Tata Kelola Kehutanan, Evaluasi | 9 Maret 2012 Rubrik  Lingkungan
Moratorium 5 April dan Kesehatan
8 | Daratan NTT Rawan Menjadi Gurun 10 Maret 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
9 | Hutan Lindung 12 Maret 2012 Rubrik  Lingkungan
] dan Kesehatan
Rencana Tata Ruang Kalimantan
Dipertanyakan
10 | Ekspansi Lahan Tidak Terhindarkan 14 Maret 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
11 | TN Sembilang Jadi Kawasan Burung | 20 Maret 2012 Rubrik  Lingkungan
Mingran dan Kesehatan
12 | Pesat Terdampak Perkebunan Sawit 21 Maret 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
13 | Kasus Rawa Tripa, Buruk Bagi | 21 Maret 2012 Rubrik  Lingkungan




Ekosistem Gambut

dan Kesehatan

14 | Hutan Sumatera Semakin Kritis 16 April 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
15 | Perambahan Hutan, Ngaku Miskin Punya | 16 April 2012 Halaman Utama
Lahan 100 Hektar
16 | Alih Fungsi Hutan Lahirkan Konflik 17 April 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
17 | Areal Rawa Tripa Diminta Dikembalikan | 17 April 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
18 | Pilkada Jadi Ajang Obral Perizinan 18 April 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
19 | Kerusakan Hutan Terabaikan, Pemerintah | 20 April 2012 Halaman Utama
Pusat dan Daerah Saling Lempar
Tanggung Jawab
20 | Perlu Perketat Pengawas Hutan 20 April 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
21 | Masyarakat Penyanggah Tidak Pernah | 21 April 2012 Halaman Utama
Dilibatkan
22 | Hutan Yang Tersisapun Terus Tergerus 21 April 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
23 | Penegakan Hukum Didesakkan 25 April 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
24 | Moratorium Jadi Pertahanan Terakhir 1 Mei 2012 Rubrik Nusantara
25 | Kasus Rawa Tripa Mulai Diselidiki 3 Mei 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
26 | Izin dan Kebakaran Dipermasalahkan 7 Mei 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
27 | Kebakaran Masih Sulit Dihindari 9 Mei 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
28 | Rawa Tripa Terancam Hancur 12 Mei 2012 Rubrik  Lingkungan




dan Kesehatan

29 | 50 Hektar Gambut Terbakar di Meulaboh | 14 Mei 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
30 | Pekan Depan  Pemeriksaan  Saksi | 19 Mei 2012 Rubrik  Lingkungan
Perusahaan dan Kesehatan
31 | Rawa Tripa Kembali Dimoratorium 22 Mei 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
32 | Lingkungan Terancam, Usaha Tambang | 23 Mei 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Perkebunan Memicu Alih Fungsi dan Kesehatan
Lahan
33 | Izin Sawit Akan Dicabut 24 Mei 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
34 | Laksanakan ~ Komitmen  Kelestarian | 8 Juni 2012 Rubrik  Lingkungan
Lingkungan dan Kesehatan
35 | Sawit, Temu Greenpeace- Presiden 8 Juni 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
36 | Riset dan Standar Deforestasi Selamatkan | 13 Juni 2012 Rubrik  Lingkungan
Lahan dan Kesehatan
37 | Gambut Tnggal 20 Juta Hektar 29 Juni 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
38 | Gambut Tergredasi Hingga 50 Persen 30 Juni 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
39 | Hujan Buatan Terkendala 3 Juli 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
40 | UKP 4 Rekomendasikan Pencabutan Izin | 5 Juli 2012 Rubrik  Lingkungan
Kebun Sawit di Tripa dan Kesehatan
41 | Kebakaran Masih Terjadi di Rawa Tripa | 6 Juli 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
42 | Kasus Rawa Tripa Tunggu Respon |20 Juli 2012 Rubrik  Lingkungan

Gubernur

dan Kesehatan




43 | Laju Deforestasi Ditekan 24 Juli 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan

44 | 10 Agustus Mulai Hujan Buatan di Riau | 3 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan

45 | Prioritas Masyarakat sekitar REDD+ 6 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan

46 | Pengampunan Indikasi Ketidakmampuan | 9 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan

47 | Sebulan, Tak Ada Pemohon Izin | 10 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan
Kemenhut dan Kesehatan

48 | Penerbitan PP No 60 Berpotensi Konflik | 13 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan

49 | Bubuk Garan Akan Ditaburkan di Riau 14 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan

50 | Menteri LH Ajukan Surat Kuasa Khusus | 15 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan

51 | Kering, Tiga Gunung Terbakar 23 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan

52 | Giliran Hutan di Gunung Kelud Terbakar | 24 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan

53 | Kebakaran Lahan, Titik Api di Sejumlah | 24 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan
Daerah dan Kesehatan

54 | Di Riau dan Palangkaraya Akan Disemai | 25 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan
Hujan Buatan dan Kesehatan

55 | Kebakaran di Hutan Ancam Satwa | 25 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan
Langkah dan Kesehatan

56 | Titik Api Terpantau Makin Banyak di | 27 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan
Kalimantan dan Kesehatan

57 | Kebakaran Bisa Rusak Sumber Air 28 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan

dan Kesehatan




58 | Ratifikasi Agar Jaga Kedaulatan 30 Agustus 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
59 | Pengadilan Perintahkan Gubernur Cabut | 6 September 2012 Rubrik  Lingkungan
Izin dan Kesehatan
60 | Susur Hutan Tiga Provinsi di Kalimantan | 15 September 2012 Rubrik  Lingkungan
dan Kesehatan
61 | Kasus Rawa Tripa, pulihkan Seluruh | 24 September 2012 Rubrik  Lingkungan
Kesatuan Ekosistem dan Kesehatan
62 | Kebakaran Hutan Gunung Lawu Meluas | 26 September 2012 Rubrik Nusantara
63 | Masker Hanya Solusi Sementara 26 September 2012 Rubrik  Lingkungan

dan Kesehatan




Pemda Ramai-ramai-Usulkan >,_§ Fungsi Hutan

JAMBI, KOMPAS — Perusakan dan penghancuran
hutan di Pulau Sumatera semakin parah. Kawasan
konservasi, hutan lindung, hutan Eom&@ hutan
produksi terbatas, dan taman nasional %w:m :
seharusnya dilindungi malah dirambah untuk
pengambilan kayu, perkebunan, dan penambangan.

Berdasarkan pantauan Kom-
pas selama sepekan di sejumlah
daerah di Sumatera, aktivitas itu
umumnya dilakukan pemodal
besar dengan melibatkan pejabat,
aparat, dan masyarakat setem-
pat. !

Di Provinsi Jambi, Bgaﬁ.
Juas. rcﬁmu di aSE%pt yang'se-
mula’ mencapai 2,2 juta hektar

kini hanya tersisa sekitar 500.000,

hektar. Areal _mv_r #E.uhn 1,7 juta
hektar telah dm_ddmr fungsi men-
jadi perkebunan rm_mum sawit, hu-
tan tanaman Eu:mn._ (HTD), dan
kawasan pertambangan. .-Selain
ity, sedikitnya 350.000 hektar
hutan juga hancur akibat peniba-
lakati liar. |

U_ Provinsi gvczw. mm_ngn

mm;ua_.mmz atay 650.000 hektar -

dari 1,004 jitta’ rnxg. hutan da-

lam xon&..mm_.-dmmw Kehancuran
ini semata-mata dipicu maralmya
perambahan. ”Saat-ini hutan lin-
dung, hutan konservasi,
hutan’ produksi tidak ada yang
bebas dari perambahan. Peram-
bahan di hutan produksi akhir-

- akhir ini meningkat,” kata Kepala

“apalagi -

Dinas Kehutanan Provinsi Lam-,

pung Warsito. .

Kondisi serupa terjadi di Beng-
kulu. Kawasan yang dikelola Ba-
_B Konservasi Sumber Daya
Alam wgwxa: seluas 45.345
hektar kini sekitar 27.262 atau 61

Taman Buru Semidang Bukit Ka-

‘bu, Kabupaten. Seluma, B_mp_aﬁ
' perambahan telah mencapai

(Bersambung ke hal15 kol 4-7)

- persen di antaranya dirambzh. Di

" BKSDA: Bal _G:mm:am_ Sumber -

e xm_.:mm_a: Hutan di Sumatera sejak 2011

1. Aceh: 745,900 hektar lahan beralih fungsi menjadi
y erstatus konsesi lahan perkebunan denga

N Nagan x&? >S= Konversi 5. u% E hutan omsvﬁ primer menjadi-perkebunan kepala sawit di Rawa Tripa.

layah pertambangan dengan jumlah izin 109 buah 351.230
mlah izin HGU 236 buah.

a m_::mnma Ema. vmse:z Sumut Smasa xmsmam:m: Kehutanan melepaskan 0,5 juta hektar
- hutan menjadi nonhutan.

8::5:2? dan karet. Lebih dari 1juta hektar
hutan produksi dan hutan produksi terbatas
- - dialihkan menjadi
kebun sawit swasta
dan BUMN serta areal
tanaman industri.

Riau
191.336,8
- Sumatera

.| Selatan
. 188755

Bangka
Belitung
- 10.070,3

33378

Keterangan:
HGU: Hak guna usaha

HTI: Hutan tanaman industri
APL: areal penggunaan lain

Daya Manusi :

TN: Taman Nasional .~ - ~

B Tanjung Jabung Barat, Jambi: 52.000
hektar kawasan APL menjadi Hutan Produksi,
kemudian kawasan itu dikonversi menjadi HTI

9 Tebo, Jambi: Tutupan hutan tersisa :&x EBE_ 10 -
persen karena perambahan liar e | AR

10 Sumatera Selatan: Pengajuan izin pakai czew,ms.,_d an. Usulan pelepasan status
hutan seluas 459.930 hektar. 71.378,58 ha' hutandike m:,wmamm:m% dengan izin
pinjam, sebagian: amm& aas_m_a: Untuk kegiatan pertambangan.

11 Musi Banyuasin, Sumatera Selatan: P af di Flutan Merang diperkirakan
mencapai 50.000 m3 per tahun. X 4

12 Bengkulu: 60 persen dari 45.300 hektar Kawasar konservasi yang dikelola BKSDA
dirambah dan berubah menjadi kebun _6? *msﬁ dan _a_%m.mm v

13 Seluma, Bengkulu: Perambahan Iahan seluas H.mx 3 & qz Bury mmaamz Bukit
Kabu oleh 202 keiuarga. X

14 Lampung: 50 persen acaz produksi dimasuki perambah, -

95 stn;.-._._ ..xo:_va.. NSN GUNAWAN

Sumber; Litbang ..xoavuu..\xmi\az_\n_m famet JP .n_e_w_._ dari xaa..:z:z_ .ﬁ_cz:%

o s




lal

iti

=) idtu, sejak'2006 ke
,,wmnmnﬂmﬁm. mN NOO

, 9§€ Aceh TM N&mwﬁ

. (Sambungan dari halaman ._v

1534 hektar dari 9.03
Perambahan itu Q:&Er
keluarga yang mehan:
dengan kopi, karet,
kelapa sawit.

~ Kerusakan hutan .d
Aceh juga Em_.:bmww

2009 masiH 201 izin, HmSE terus

meningkat Emu_m& 236 izin pada .
-2011. “Pemberian izin itu juga tak
WEmE.E.ﬁ mﬁm.Em lahan yang hendak

fu Smb%mﬂmg ‘aturan Wm.ﬂmdm

e m&E.:w .areal berada dalam KEL

£ ..Eﬁmﬁ%xmb Bmém& “kawasan

._mms:n amz 833:@

. Zulfikar Em.d.m.mmmwwbt,. ifve
sektor perkebunan w&m@m .m i
dan pertambangan menjadi pe-

nyebab utama kerusakan hutan.’

Berdasarkan data Dinas. Wm#m_ﬁ:,
bangan dan Energi Provinsi Aceh
tahun 2011, tidak kurang dari

351.232,816 hektar lahan di Aceh

kini dalam status konsesi untuk
lahan perkebunan, dengan 236
izin hak guna usaha (HGU). Ke-
mudian, 745.980,93 hektar telah
beralih fungsi menjadi wilayah
pertambangan dengan 109 izin.

Rekomendasi dan izin diter-

bitkan pemerintah - kabupaten
dan provinsi. ”Jumlah perizinan
untuk HGU perkebunan ‘ pada

..,Bmem& 109 izin tahun
.M..\Moﬂ Hw@% @mamr lagi, -

’

mﬁmﬂm%m ummﬂo:& cm_dmmmawmu

68 izin di ‘antaranya Umnwmm aw-
lam ‘kawasan hutan lindung dan

'KEL. ”Jumlah izin ini akan terus

bertambah Karena adanya pem-
bukaan keran investasi besar-be-
saran oleh daerah,” ujar Zulfi-
kar.

Demi pemodal?

Beberapa pemerintah amm_,mr
di Sumatera beramai-ramai me-
minta pelepasan status kawasan
hutan menjadi areal penggunaan
lain kepada Kementerian Kehu-

:Eu \\_83 vm\>mzxmo

 tanan.

Provinsi Sumatera m&m.&b mi-

.mm_:ws mengusulkan @&mﬁmmm:

hutan seluas »mmomo hektar. de

Can. ,ES usilan diterima, Sumsel

kehilangan 12 persen hutan dari
total 3,82 juta Wmﬁﬁ,

menjadi areal peng-

perjualbelikan. k

”Saat ini usulan itu masih me-
nunggu persetujuan,” tuturnya.”

Di Sumatera Utara, pemerin-
tah setempat mengusulkan per-
ubahan status hutan seluas
564.200,36 hektar untuk menjadi
kawasan bukan hutan. Pemerin-
tah Provinsi Bengkulu mengusul-
kan 90.000 hektar menjadi APL.

Sebaliknya, Pemerintah Kabu-
paten Tanjung Jabung Barat,
Jambi, justru menaikkan status

sebagai bagian dari.
proses Hmsmmwuznm.bw 7
. ;o jadi APL melalui. p
. nasional. ,:wm..\ ﬁm_mr " ‘ulang tata ruang. terseb
) - nurut Direktur HroBcESm_wc?
gunaan wNE,, A%Hng ] ;
kawasan tersébut bi- .
sa acma%md hak milik atau 9-

52.000 hektar APL yang selarna
ini dikelola masyarakat menjadi
hutan ancww Anehnya, kawas-
an itu WmEcaEb dikonversi men-

1 wjadi HTI yang: @mzm&oﬂwm:nuﬁ

diserahkan kepada PT Wira Kar-
ya*Sakti, anak usaha mEmn Mas
restry.

" Padahal, di a&&z kawasan ter-
‘sebut terdapat ., wa%&n con§c|
kiman dan kebun masyarakat de-
ngan empat desa. Konflik antara

. masyarakat dan:perusahaan pun
tidak terhindarkan, ‘Erhpat bulan

lalu, 500 éﬁmm mmd%mamnm men-

- duduki areal iti. “Kami hanya
. menuntut pengembalian  lahan
- agar masyarakat bisa kembali
' menanam,” EEH%SNSH' pemu-

ka masyarakat mmswmnmnm
" Penurunan status: r tan men-

59.587 HmEmmw
izin @mEmbmmmﬁS kepad
haan perkebunan atau
kata Sastro. Fr st
“Usulan wmﬂmcmmmb rcﬁm: itu
jangan dikabulkan. Pelepasan itu
hanya mempercepat laju keru-

.sakan hutan karena tak ada per-

lindungan lagi,” ujar Direktur
Walhi Sumsel Anwar Sadat. -
(ITA/ADH/JON/IRE/WSI/HAN)
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BOGOR KGM?AS" L’
tan dan lahan gambut di Asia
Tenggara dxperlurakan tmgga} 20

- ject szal arish pada Iokakaxyé

i ”Enhanmng&zstanmbmtyofﬁgv, “Nino s
réstry Practises on Peatland” Ba- b

, bu (27/6), di Bogor.

selﬁnhnga di Malays1a 2,5 juta

* selama dua hari di"‘Bogor untuk I

‘Luas gambut di Asia Tenggara

+ merumuskan kegiatan apa yang

Kebijakan moratonum (Jeda
perizinan) pemanfaatan hutan

~ - primer. dan gambut di Indonesia

seluas 63 juta hektar yang me-
masuki tahun kedua, memut

Faizal, ‘sangat menunjang kon- ,
' servasi. Hal itu terutama untuk  pe

hidrologi lahan gambut,
“Adapun nnpiementasl yang

tak tepat adalah kebijakan seperti

terjadi di Rawa Tripa, Aceh,” kata

- Faizal, Ia mengingatkan, ada ke- 3
mungkinan saat ini masuk fase E1 - un

2018, Kebakaraﬁ sangat mungkm
timbul akibat kesalahan pengelo-
laan gambut.

: Deputz Menten Negara
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KASUS RAWA TRIPA

Penegakan Hukum Didesakkan

JAKARTA, KOMPAS — Pe-
merintah didesak menginvesti-
gasi dan menegakkan hukum ter-
kait penggunaan lahan gambut
sebayzai kebun sawit di Rawa Tri-
pa, Aceh. Satgas. REDD+ mene-
mukan indikas: pelanggaran per-
undang-undangan.

*Temuan Sa’:gas REDD+ harus

menjadi dasar dan diseriusi para
penegak hukun dalam mempro-
ses kasus Rawa Tripa,” ucap Dede
Suhendra, unsur pimpinan Prog-
ram WWF Indonesia di Aceh,
Senin (23/4), dihubungi dari Ja-
karts. ;
Kasus Rawe Tripa preseden
bagi pengelolaan Kawasan Eko-
sisten Leuser yang dilindungi
UU No 11/2006 tentang Peme-
rintahan Aceh, Selain itu, UU No
26/2007 tentang Penataan Ruang
melalui PP No 26/2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional yang memasukkan Ra-
wa 'Tripa sebagai Kawasan
Strategis berfungsi lindung,

Investigasi mendalam dan
komprehensif akan jadi gambar-
an faktual Rawa Tripa. Hasilnya,
jadi dasar kebijakan menyeluruh
ekosistem gambut itu.

Sementara itu, 18 April 2012,

Program Konservasi Orangutan.

Sumatera (SOCP), Yayasan Eko-
sistem Leuser, dan Badan Kon-
servasi Sumber Daya Alam Aceh
menyelamatkan orangutan jan-
tan di hutan gambut Rawa Tripa.
”Kami melihat orangutan ini tiga
bulan lalu. Kini, 30 persen berat
tubuhnya menyusut. Bisa mati
kelaparan,” ucap Yenny Saraswa-
ti dari SOCP.

Temuan ini menunjukkan
Rawa Tripa tertekan perkebunan
sawit yang masif. Indrianto dari
Yayasan  Ekosistem  Leuser
mengatakan, bila kondisi ini
dibiarkan, kian banyak orangutan
ditangkap/dibunuh dan diperda-
gangkan, Orangutan kelaparan
menyersng kebun sawit
untuk memakan. pucuk sawit

muda.

Kasus Rawa Tripa muncul se-
teleth perusahaan perkebunan sa-
wit diizinkan meluaskan usaha-
nya. 1.605 hektar oleh Gubernur
Aceh. Wahana Linglungan Hi-
dup Aceh menggugat ke Peng-
adilan Tats Usaha Negara Banda
Aceh. Sidang 3 April 2012, gu-
gatan ditolak. .

* Pada 13 April 2012, Ketua Sat-
gas REDD+ Kuntoro Mangku-
subroto merecomendasikan agar
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kepolisian Negara RI segera
menginvestigasi menyeluruh dan
mengambil tindakan hukum.
Ternuan awal Satgas REDD+,
pemberian izin mengindikasikan
pelanggaran UU No 18/2004
tentang Perkebunan, UU No
32/2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hi-
dup, dan UlJ No 26/2007 tentang
Penataan Ruang juncto Keppres
No 82/1990 tentang Kawasan
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KERUSAKAN LINGKUNGAN

Rawa Tripa Terancam Hancur

NAGAN RAYA, KOMPAS ~
Rawa Gambut Tripa terancam
hancur, Lahan yang semula di
wilayah Kabupaten Nagan Raya
dan Aceh Barat Daya, Aceh, itu
tiap tahun menurun rata-rata li-
ma sentimeter per tahun., Dari
luas semula 62,000 hektar, kini
tersisa 11.504,3 ha.

Ekspansilahan sawit dan pem-
bakaran lahan menjadi penyebab
utama kehancuran hutan gambut
di Kawasan Ekosistem Leuser
(KEL) itu. ”Saat ini, ketinggian
rata-rata rawa gambut ini sama
dengan permukaan laut. Jika
terus merurun lima sentimeter,
dalam 25 tahun ke depan akan
turun 1,5 meter, Artinya, rawa
akan tenggelam dan hilang,” kata
Kepala Bidang Kehutanan pada
Dinas Kehutanan dan Perkebun-
an Nagan Raya Harlyanti Nova,
Jumat (11/5).

Sejak tzhun 2010, hutan rawa
gambut Tripa dimasukkan ke
KEL, yang semestinya dilindungi

dan tak diperuntukkan bagi per-
kebunan. Saat sudah masuk ke
KEL; kondisi rawa habitat flora
dan fauna paling beraneka ragam
di Sumatera itu sudah rusak.

Izin hak guna usaha bagi per-
usahaan-perusahaan sawit ada
sejak tahun 1980. Dari luas se-
mula 62.000 ha, tahun 1998 ter-
sisa 35.000 ha karena mayoritas
beralih fungsi menjadi lahan sa-
wit. Alih fungsi lahan hutan men-
jadi perkebunan kian cepat hing-
ga tinggal 11.504,3 ha.

*Vegetasinya dibabat dan di-
ganti sawit. Lahan gambut yang
berair pun kering. Apalagi, per-
usahaan-perusahaan sawit itu
membuat kanal-kanal, Tanah
gambut menyusut. Kondisi ma-
kin parah karena ada pembakar-
an untuk pembukaan lahan. Aki-
batnya, tanah gambut terus me-
nyusut,” kata Hariyanti.

Pekan lalu, penyidik Kemen-
terian Lingkungan Hidup, Mar-
kas Besar Kepolisian Negara RI,

dan Kejaksaan Agung menda-
tangi langsung lahan milik dua
perusahaan, Keduanya dalam
proses penyelidikan seusai dibuat
berita acara pemeriksaan.

Penurunan lahan

Pemantau hutan gambut Tripa
dari Yayasan Ekosistem Leuser,
Indriyanto, mengatakan, pada ta-
hun 2008, YEL pernah meneliti
penurunan lahan di Tripa. Pe-
riode 2008-2012 terjadi penu-
runan hingga 20 cm. ”Artinya,
pada tahun 2037 gambut Tripa
turun 160 sentimeter,” katanya,

Hasil pencitraan satelit per 16
April 2012, luasan hutan tersisa
ada 11.504,3 ha. Kehancuran hu-
tan minimum periode Januari-
April 2012 mencapai 8054 ha.
Hutan yang sudah hancur sejak
tahun 2009 hingga Desember
2011 seluas 50699 ha.

”Jika terus terjadi, dalam tiga
tahun, hutan rawa Tripa akan
hilang,” katanya. (HAN)
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Rawa Tripa Kembali
Dimoratorium

Konsistensi Pemerintah Disambut Positif xm_OBUOx Sipil

JAKARTA, KOMPAS — Kawasan Rawa Tripa di
Kabupaten Nagan Raya, Aceh, kembali dimasukkan
ke dalam revisi kedua peta moratorium. Luasan

' 1.605 hektar PT Kalista Alam untuk perkebunan
kelapa sawit akan kembali dilindungi dari segala
aktivitas penebangan atau pembukaan gambut.

Deputi Penegakan Hukum
Unit Kerja Presiden untuk Peng-
awasan dan Pengendalian Pem-
bangunan (UKP4) Mas Achmad
Santosa, Senin (21/5), di Jakarta,
mengatakan, segala kegiatan per-
usahaan di areal perluasan 1.605
hektar itu harus dihentikan. ”Se-
lain distop, kami juga bawa ke
ranah hukum,” ucapnya.

Ia merinci kasus hukum yang
disidik saat ini, yaitu indikasi
pelanggaran terhadap Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pe-
ngelolaan Lingkungan Hidup, ka-
rena pembakaran lahan. Laly,

UU No 18/2004 tentang Per-
kebunan karena beroperasi tanpa
izin. UU No 5/1990 tentang Kon-
servasi Sumber Daya Hayati dan
Ekosistemnya karena beroperasi
di Kawasan Ekosistem Leuser.
Sebagai tambahan informasi, tim
penyidik gabungan Kementerian
Lingkungan Hidup (KLH), Ke-
polisian Negara RI, dan Kejak-
saan Agung kini sedang meme-
riksa saksi-saksi, ﬁmwﬁwmcr dari
perusahaan.

Selain hukum pidana, UKP4
juga merekomendasikan agar
KLH, mewakili negara, menun-
tut perusahaan membayar se-

jumlah ganti rugi atas kerusakan
ekosistem setempat. Nilainya se-
dang dihitung KLH.

Ketika ditanya tentang sanksi
kepada pemberi izin, . Ketua
UKP4 Kuntoro Mangkusubroto
mengatakan. akan  ditelusuri
tentang  kemungkinan  delik
korupsi dan tata usaha negara.
“Ini masih didalami. Yang jelas,
pejabat yang salah bisa di-PTUN
dan kalau korupsi, dipidanakan,”
ucapnya.

Disambut positif

Secara terpisah, Direktur Ek-
sekutif Greenomics Elfian Effen-
di memuji konsistensi UKP4
yang telah konsisten memper-
tahankan kawasan gambut Rawa
Tripa dari ancaman perusakan
akibat ekspansi perkebunan sa-
wit. “Konsistensi ini telah me-
nyelamatkan habitat orangutan
dan fungsi lindung gambut Rawa
Tripa,” imbuhnya.

Kasus ini bermula pada bulan

Agustus 2011 ketika Gubernur
Aceh saat itu menerbitkan
izin usaha perkebunan bagi PT
Kalista Alam. Padahal, pada
bulan Mei 2011, areal 1.605 hek-
tar yang diizinkan dibuka ter-
sebut masuk dalam areal mo-
ratorium.

Namun, pada revisi pertama
peta moratorium, bulan Novem-
ber 2011, areal ini dikeluarkan.
Izin Gubernur Aceh ini ke-
mudian digugat Wahana Ling-
kungan Hidup (Walhi) Indonesia
Aceh ke PTUN Aceh. Majelis ’
hakim saat itu memutuskan gu-
gatan ditolak dan Walhi Aceh
naik banding.

Isu ini tercium UKP4 dan me-
rekomendasikan penyidikan me-
nyeluruh atas kasus itu, termasuk
penyelidikan di lapangan. Hasil
investigasi menunjukkan belum
ada hak guna usaha dan sejumlah
pelanggaran, lain, seperti pem-
bakaran hutan gambut dan izin
kedaluwarsa. (ICH)



Ratifikasi agar
Jaga Kedaulatan

Dampak Asap Kebakaran Lahan Mulai Terasa

- JAKARTA, KOMPAS — Ratifikasi Persetujuan
ASEAN tentang Asap Lintas Batas diingatkan agar
tidak berdampak mengorbankan kedaulatan negara.
Ketertinggalan teknologi infrastruktur pencegahan
dan pemadaman api di Tanah Air bisa menjadi
alasan negara tetangga leluasa masuk.

Ratifikasi pernah- diusulkan
pemerintah kepada DPR, tetapi
ditolak tahun 2008. “Substansi
penanganan asap kami setuju.
Tapi, rambu-rambu kami, harus
ada kontrol dari negara terkait
mobilisasi teknologi atau sarana
penanganan asap,” kata Satya W
Yudha, anggota Komisi VII DPR,
Rabu (29/8), di Jakarta.

ASEAN sepakat membuat ke-
wenangan bersama ketika mun-
cul asap akibat kebakaran-hu-
tan/gambut. Satya meminta ada
mekanisme/tata cara pengerah-
an infrastruktur dari negara te-
tangga ke wilayah RI.

Meskipun pemerintah menar-
getkan ratifikasi selesai Septem-
ber 2012, hingga kemarin,- DPR
belum renerima rancangan ra-
tifikasi terbaru. DPR siap men-
cermati ada/tidak rambu-rambu
itu pada usulan pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Ling-
kungan Hidup (LH) Balthasar
Kambuaya mendesak agar Per-
setujuan ASEAN tentang Asap
Lintas Batas segera diratifikasi

dalam perundang-undangan. Itu
langkah awal mencari jalan kelu-
ar masalah kebakaran hu-
tan/gambut yang terjadi tiap ke-
marau.

Targetnya, . September 2012,
persetujuan itu diwadahi dalam
perundang-undangan. ASEAN
menjadikan Indonesia  tuan
rumah kelompok kerja perse-
tujuan itu, Oktober 2012, di Bali.

Tinggal Indonesia

Dari 10 anggota ASEAN, In-
donesia adalah satu-satunya yang
belum ‘meratifikasi persetujuan
itu. Persetujuan ASEAN tentang
Asap Lintas Batas ditandatangani
10 negara pada 10 Juni 2001 di
Kuala Lumpur, Malaysia. Perse-
tujuan itu berlaku sejak 25 No-
vember 2003, setelah enam ne-
gara meratifikasinya.

”"Kami minta Menko Kesra
mendorong ratifikasi segera se-
lesai. Kalau tidak, akan saya tun-
da itu (tuan rumah). Jangan di
Indonesia, nanti dipertanyakan
lagi,” ujar Balthasar.

Keuntungan' ratifikasi' adalah

. akses sumber daya manusia dan

peralatan di ASEAN dan luar
ASEAN, untuk memantau dan
tanggap darurat kebakaran hu-
tan/lahan penyebab pencemaran
asap lintas batas. '
Arief Yuwono, Deputi Pengen-
dalian Kerusakan . Lingkungan
dan Perubahan Iklim KLH,
mengatakan, setiap kementerian
terkait sepakat meratifikasi Per-
setujuan ASEAN. Prosesnya di
Kementerian Luar Negeri.
Di Jambi, kabut asap akibat
kebakaran lahan dan hutan kian
mengganggu jarak pandang. Pe-
sawat belum diizinkan mendarat
di Bandara Sultan Thaha, Jambi.
. ”Hingga pukul 11.00, kami be-
lum merekomendasikan pesawat
dari Jakarta mendarat di bandara
Jambi,” yjar Koordinator Bidang
Pengkajian dan Informasi Badan
Meteorologi, Klimatologi, ' dan
Geofisika Jambi Kurnianingsih.
Sementara itu, di Palangka-
raya, Kalimantan Tengah, hujan
buatan hari pertama, Selasa lalu,
berjalan lancar dengan tiga da-
erah menjadi sasaran. Selama 40/
hari, hujan buatan dilakukan un-
tuk mengurangi dampak keke-
ringan dan menekan kebakaran.
Di Purbalingga, Jawa Tengah,
pemadaman kebakaran hutan di
lereng. Gunung Slamet meman-
faatkan jasa pawang hujan.
(BAY/ITA/GRE)




Hujan Buatan

Terkendala

Dampak Kekeringan Diantisipasi di Banyak Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Kekeringan dan kebakaran
hutan serta kekeringan waduk saat kemarau ini
membutuhkan intervensi hujan buatan. Namun,
hujan buatan yang diminta sejumlah daerah tak bisa
serentak karena keterbatasan sarana prasarana.

Permintaan hujan buatan-dari
sejumlah daerah biasanya dari
Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
”Badan Nasional Penanggulang-
an Bencana Nasional meminta
kami bersiaga pada musim ke-
marau ini,” kata Kepala Unit Pe-

¢ laksana Teknis Hujan Buatan Ba-
dan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT) Heru Widodo
dihubungi di Malang, Jawa Ti-
mur, Senin (2/7).

Siaga perlu karéna hampir se-

mua wilayah di Indonesia tak lagi

* turun hujan. Beberapa prakiraan
cuaca menyebutkan, Indonesia
mengarah ke El Nino atau ke-
marau panjang berskala ringan
hingga moderat.

Bulan lalu, tim BPPT mem-
buat hujan buatan untuk mengisi
Waduk Bakaru (Sulawesi Barat)
yvang dibutuhkan PLTA untuk
menggerakkan  turbin  serta

mengisi Daerah Aliran Sungai Ci- ~

tarum. Saat ini, mereka .masih
bekerja di Waduk Koto Panjang
(Riau) dan Danau Singkarak.

Permintaan lain dari PLN ada-

Iah mengisi Waduk Riam Kanan
di Kalimantan Selatan yang akan
dilakukan Oktober 2012. Hujan
buatan butuh awan cumulus ber-
jumlah cukup di atmosfer.
”Kami juga diminta menyi-
apkan diri mengamankan Pekan
Olahraga Nasional Riau (mulai
September 2012) dari ancaman
kebakaran hutan yang asapnya
mengganggu kegiatan,” katanya.

Kendala
Meski permintaan hujan bu-

atan bakal tinggi, BPPT terken-

dala jumlah pesawat' pembuat
hujan. Saat ini, jumlahnya hanya
lima unit. ”Kalau kondisi sangat
darurat, ada TNI Angkatan Udara
yang bisa membantu,” ucapnya.
 Secara terpisah, Kepala Pusat

‘mengatakan, pihaknya
- mengantisipasi dampak kema-

Informasi, Data, dan Informasi
BNPB Sutopo Purwo Nugroho
sudah

rau. “Kami tak ingin kecolongan
bencana kekeringan, baik keba-
karan lahan maupun krisis air,”
ucapnya. Untuk itu, BNPB
berkoordinasi dengan BMEKG,
Lapan, Kementerian Pertanian,
dan Kementerian Kehutanan.

Rencana menyeluruh disiap-
kan di delapan provinsi lang-
ganan kebakaran lahan, yaitu Su-
matera Utara, Riau, Jambi, Sum-
sel, Kalimantan Barat, Kaliman-
tan Teéngah, Kalimantan Selatan,
dan Kalimantan Timur. ”“Ren-
cana delapan helikopter dengan
bumby bucket (wadah air) akan
ditempatkan di provinsi itu,”
ucapnya. )

Saat ini, dua helikopter disiaga-

“kan di Sumsel dan Riau.

Akhir-akhir ini, kesulitan air
telah terjadi di Banjarnegara, Ci-
lacap, Brebes (Jawa Tengah),
Purwakarta (Jawa Barat), Sungai
Musi (Sumsel), dan Sungai Ka-
puas (Kalbar). Dampaknya telah
dirasakan petani dan perusahaan
yang menggantungkan lalu lintas

suplai dari sungai. (ICH)
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L.aju Deforestasi

Ditekan

Kementerian Kehutanan Sedang Menghitung

BOGOR, KOMPAS — Laju penggundulan hutan di
Indonesia saat ini 045 juta hektar per tahun. Hal ini
merupakan penurunan terbesar angka deforestasi
yang pernah mencapai 3,5 juta hektar pada tahun
1996-2000. Upaya penurunan dilakukan bertahap.
Tahun 2003-2006 terjadi penurunan 1,2 juta hektar.

Yuyu Rahayu, Direktur Inven-
tarisasi dan Pemantauan Sumber
Daya Hutan Kementerian Ke-
hutanan, Senin (23/7), di Bogor,
Jawa Barat, mengatakan, penu-
runan laju deforestasi yang men-
capai 675000 hektar per tahun
telah mengerem emisi senilai
489 juta ton karbon. Penurunan
laju deforestasi ini didapatkan
dari intensifikasi pengelolaan,
pemberantasan penebangan ka-
yu ilegal, dan pemberdayaan ma-
syarakat sekitar hutan.

Jika dihitung nilai nominal ka-
yu di lahan 675000 hektar itu,
angkanya bisa Rp 10 triliun. Per-
hitungannya, luasan itu meng-
hasilkan 20 juta meter kubik ka-
yu jenis terendah yang dihargai
Rp 500.000 per meter kubik.

”Ini baru dari nilai kayu. Dari
sisi lingkungan, seperti tangkap-

an air, kehidupan fauna, dan ok-
sigen yang dihasilkan pohon, ni-
lainya tak terkira,” kata Yuyu di
sela-sela Workshop Allometric
Equation.

Dihitung tersendiri

Yuyu mengatakan, angka emisi
489 juta hektar diperoleh meng-

gunakan penghitungan umum .
yang disepakati para ahli per- ;_;_Kg;enaltu selain penurunan laju

‘_défdr’éstasi diperlukan langkah

ubahan iklim di tingkat inter-
nasional. Agar hasilnya lebih aku-
rat untuk kondisi hutan Indo-

nesia, Kementarian Kehutanan
sedang merumuskan penghi- -

tungan tersendiri.

Perhitungan yang melibatkan

peneliti biometri lintas kemen-
terian dan perguruan tinggi di-
arahkan untuk menghitung kar-
bon secara regional berdasarkan
aspek geografis dan jenis spesies

tanaman. Menurut dia, langkah
pemerintah ini untuk mengu-
atkan posisi Indonesia di dunia
internasional, salah satunya da-
lam negosiasi karbon dan iklim.

Staf Ahli Bidang Perubahan
Iklim dan Lingkungan Kemen-
terian Kehutanan Yetty Rusli
menyatakan, hasil penghitungan
kehutanan juga mendukung ko-
mitmen penurunan emisi 26-41
persen karbon. Komitmen ini
dilontarkan  Presiden  Susilo
Bambang Yudhoyono pada per-
temuan puncak G-20 di Pitts-

‘burgh, Amerika Serikat.

Yetty mengatakan; emisi dan

- '5151 kehutanan hanya 18 persen.

Mayontas 77 persen) emisi ber-
asal dari pembakaran energi fosil.

. mengurangi pendounaan

jenergl fosil.

“Pelepasan emisi karbon me-
lalui gas karbon dioksida ke udara

" .menyebabkan perubahan iklim
-di sejumlah negara. Bagi Indo-
‘nesia yang berbentuk kepulauan
‘dan memiliki pantai sangat luas,
-perubahan’iklim akan signifikan

memengaruhi kehidupan masya-
rakat. ICH)
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IZIN SAWIT AKAN DICABUT

o -
" Thursday, 24 May 2012 00:00 | <=Written by KOMPAS | B
Kasus Rawa Tripa Bisa Terjadi di Sejumlah Daerah

Jakarta, - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Rabu (23/5), memastikan pencabutan izin usaha perkebunan
sawit seluas 1.605 hektar di lahan gambut Rawa Tripa, Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh. Kepala daerah
diminta berhati-hati sebelum menerbitkan izin alih fungsi lahan.

”Saya sudah ketemu Gubernur Aceh terpilih, Zaini Abdullah dan (wakil) Muzakir Manaf. Akan dicabut
izinnya setelah dilantik,” ucap Zulkifli Hasan di Jakarta, kemarin. Pasangan akan dilantik pada 4 Juni
2012.

Di Banda Aceh, Gubernur Aceh terpilih, Zaini Abdullah, mengatakan, pihaknya siap menghentikan
pemberian izin pembukaan lahan perkebunan kepada perusahaan yang terbukti melanggar undang-undang
dan mengancam kelestarian hutan. Hal itu juga berlaku untuk PT Kalista Alam di Rawa Tripa, Nagan
Raya.

“Instruksi presiden jelas bahwa itu (Rawa Tripa) masuk Kawasan Ekosistem Leuser, kawasan hutan
lindung. Instruksi presiden menyatakan harus diberhentikan. Ke depan, kami akan beri perhatian, izin-izin
yang tak sesuai inpres akan kami stop,” ujar Zaini.

Kasus berawal dari izin Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf) kepada PT Kalista Alam untuk menggunakan
1.605 hektar untuk perkebunan sawit, Agustus 2011. Kebijakan itu dikecam sejumlah pihak karena
diberikan saat Indonesia menghentikan sementara izin-izin baru di kawasan hutan dan lahan
gambut.Rawa Tripa termasuk gambut padat yang kaya keanekaragaman hayati dan termasuk Kawasan
Ekosistem Leuser.

Kasus ini sampai ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
yang merekomendasikan investigasi. Hasilnya, ditemukan indikasi pembakaran hutan dan perusakan
ekosistem gambut.

Menurut Zulkifli, lahan 1.605 ha di Rawa Tripa itu berstatus areal penggunaan lain. Artinya, kewenangan
penggunaan ada pada pemerintah daerah, bukan Kementerian Kehutanan.

Karena itu, ia meminta kepala daerah berhati-hati menerbitkan izin di areal yang dilindungi. ”Saya dulu,
tahun 2009, teken saja (izin-izin) karena tak mengerti. Sekarang, buka dulu petanya, masuk daerah
dimoratorium atau tidak,” ucapnya.

Tinjau ulang

Deddy Ratih dari Walhi mengatakan, lahan 1.605 ha itu bagian kecil dari perkebunan lain di lahan
gambut Kawasan Ekosistem Leuser. Ia mendesak perizinan ditinjau ulang.

Heru Prasetyo, Deputi I UKP4, mengingatkan, kesemrawutan izin Rawa Tripa bisa terjadi di sejumlah
daerah. Ja mengajak organisasi sipil lebih aktif mengontrol serta mengawasi hutan dan gambut.

Momen moratorium atau jeda penerbitan izin di kawasan hutan dan gambut diharapkan menjadi ajang
perbaikan pengelolaan sumber daya di Indonesia. “Presiden sendiri yang meminta pelaksanaan
moratorium di-monitoring,” ucap Heru. (ICH/HAN)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/2012/05/24/05184445/izin.sawit.akan.dicabut



MANA.JEMEN KEHUTANAN

~ Tebang Pilih dan Tanam Jalur Diperlukan

JAKARTA, KOMPAS — Te-
bang pilih dan tanam jalur di-
dorong Lembaga Ilmu Pengeta-
huan Indonesia untuk menye-
lamatkan biodiversitas lutan de-
ngan tetap memperhatikan ke-
pentingan industri - perkayuan,
Pemerintah didorong tegas me-
nerapkan kebijakan tersebut un-
tuk perliniungan dan manaje-
men kehutanan.

"Kami rneriset bersama Uni-
versitas Gadjah Mada (UGM) dan
beberapa zhli dari Jepang, Ma-
ngjemen kehutanan harus mam-
pu menyelamatkan bicdiversitas,
selain mengambil manfaat hutan,
seperti perkayuan,” kata Kepala
Pusat Inovasi Lembaga [lmu Pe-
ngetahuan Indonesia (LIPD
Bambang  Subiyanic, Selasa
(28/2) di Jukarta,

Iamengatakan, riset mengenai
umur optirnum pohon kayu pro-
duktif sekarang juga masih ku-:

rang. Paclahal, data seperti itu
dibutuhkiin untuk program te-
gm UmEJ.

Selain itu, tanam jalur me-
rupakan pilihan untuk tidak me-
rusak suatu habitat atau eko-
sistem. Perlindungan seperti itu
dibutuhkan untuk kepentingan
konservasi atau riset yang bisa
menghasilkan manfaat, selain ka-
yu dari hutan,

Salah satu bentuk kerja sama
LIPI dan UGM beserta beberapa
ahli dari Jepang sast ini untuk
mempertihankan pohon me-
ranti di hitan alam, selain untuk
mengembangkan riset pena-
naman nieranti yang mempu-
nyai kualitas seperti dari hutan
alam.,

“Selama ini meranti merupa-
kan jenis pohon kayu keras yang
sulit ditanam. Tetapi, sekarang
sudah bisa ditemukan metode
penanamannya,” kata Bambang

menjelaskan,

Andil pemerintah

Penyelamatan biodiversitas,
terutama jenis-jenis tanaman er.-
demik sekarang, dibutuhkan. Ke-
pala Pusat Konserviasi Tumbul:-
an Kebun Raya Bogor LIPI Mus-
taid Siregar mengatakan, pe-
merintah daerah sangat diharay-
kan turut andil dalam upaya pe:-
lindungen berbagai jenis tumi-
buhan endemik di wilayah mai-
sing-masing.

"Pembentukan ksbun raya di
berbagai daerah, salah satunya
adalah ciengan prioritas menye:-
lamatkan tumbuhan endemis”
kata Mustaid.

Lokasikebun ray: dapat secara
berimpilan dengan hutan alan1.

‘Melalui cara itu, barbagai jenis

tumbuhin yang endemik dap:ut
diselamatkan dengan  kondisi
agroklimat yang sania, (NAW)



.PELESTARIAN ALAM

TN Sembilang Jadi Kawasan Burung Migran

PALEMBANG, KOMPAS — lembang, Sumsel, Senin (19/3).
Taman Nasional Sembilang di *Status sebagai lokasi burung
Sumatera Selatan dinyatakan se- migrasi ini berarti lokasi itu ha-
bagai lokasi burung migran. Lo- rus dijaga. Jangan sampai, mi-
kasi ini yang kedua di Indonesia  salnya, diubah fungsi menjadi
setelah Taman Nasional Wasurdi  perkebunan sawit. Di samping
Papua dan lokasi ke-108 di dunia.  itu, meningkatkan peilindungan
Status sebagai lokasi burung mi- agar masyarakat tak memburu
gran dimaksudkan untuk me- burung-burung” kata Zulkifli,
ningkatkan perlindungan dan pe- Taman Nasional (TN) Sem-
lestarian burung-burung migran  bilang merupakan salah satu satu
i titik persinggahan dalam jalur
Demikian ditegaskan Menteri migrasi burung East Asian-Aus-
Kehutanan Zulkifli Hasan saat tralasian Flyway. Setiap tahun,
membuka The Sixth Meeting of sekitar 5 juta burung air ber-
Partners of the East Asian-Ans- migrasi di jalur yang melintasi 22
tralasian Flyway Partnership negara dengan titik persinggahan
yang dihadiri wakil dari orga- 700 lokasi itw. Namun, baru 13
nisasi pemerhati burung dari In-  negara yang tergabung dalam ke-
donesia dan 13 negara dalam ke-  mitraan perlindungan jalur mi-
mitraan burung migran di Pa- grasi itu dengan lokasi 108 titik.

Di Indonesia, ada tujuh lokasi
di jalur itu. Indonesia mempu-
nyai 1.598 jenis burung, 380 jenis
di antaranya burung air.

Di TN Sembilang, ribuan bu-
rung migran berdatangan pada
September-Oktober.  Sebagian

tinggal sepanjang tahun untuk
membesarkan anaknya. -

Pengakuan dunia

Agus SS Sutito, Vocal Point
Jaringan Burung Migran Asi-
an-Australasian Flyway di Indo-
nesia, mengatakan, dengan status
internasional sebagai lokasi per-
singgahan. Secara tak langsung
akan meningkatkan perlindung-
an dan pelestarian kawasan,

"Orang akan berpikir ulang

untuk alih fungsi lahan yang da-
pat merusak kawasan itu karena
dikenali secara internasional. Se-~
lain itu, kemungkinan ada prog-
ram dan dana internasional un-
tuk perlindungannya,” ujarnya.
Menurut Agus, perlindungan
semua jalur migrasi amat pen-
ting, Kerusakan di satu titik per-
singgahan akan merusak semua
jalur. Persoalannya adalah pe-
nyadaran publik agar tidak mem-

buru ribuan burung migran itu.

Perburuan masif pernah terjadi
di Indramayu, Jawa Barat.

Terkait itu, Gubernur Sumsel
Alex Noerdin mengingatkan, TN
Sembilang juga punya kekayaan
flora dan fauna. Salah satunya
habitat harimau sumatera yang
terancam punah. (IRE)




Kebakaran Bisa
Rusak Sumber Air

Umumnya akibat Kelalaian Manusia

BANJARNEGARA, KOMPAS — Penduduk di kaki
dan lereng Gunung Petarangan, Jawa Tengah,
khawatir, kebakaran hutan di gunung itu bakal
merusak mata air yang menjadi andalan dalam
kehidupan dan pertanian. Gundulnya hutan juga
berpotensi menimbulkan longsor pada lereng bukit.

Kepala Desa Sumberejo, Ke-
camatan Batur, Kabupaten Ban-
Jarnegara, Jawa Tengah, Ibrahim.
menyatakan itu saat bersama ra-
tusan warga, personel Perhutani,

TNI. dan badan penanggulangan

bencana daerah berupaya mem-
buat dlaran, semacam parit untuk
menjaga api tidak merambat ke
pohon lain, Senin (27/8).

Kebakaran di hutan Gunung
Petarangan, Kecamatan Batur,
terjadi sejak Sabtu siang. Api ber-
kobar di petak 21, 22, dan 23
Kesatuan ~ Pemangku  Hutan
(KPH) Tlagabang, Batur, dan
Simbar. Api diduga rembetan da-

-—

ri hutan wilayah KPH Pekalong-

an Timur di Kabupaten Batang.

Menurut Mantri Kehutanan
Kecamatan Batur, Samsuri, hing-
ga Senin, kobaran api sudah
membakar semak, pohon puspa,
bintami, dan rimba campur se-
luas lebih dari 40 hektar.

Menurut Wakil Bupati Banjar-
negara Hadi Supeno, saat me-
ninjau upaya pemadaman, keba-
nvakan kebakaran hutan meru-
pakan akibat kelalaian manusia.

Padang rumput dan semak-se-
mak di kawasan Taman Nasional
Gunung Merbabu dan areal hu-
tan yang berdekatan dengan per-

mukiman penduduk di Kabupa-
ten Boyolali rawan terbakar pada
musim kemarau. Langkah antisi-
pasi terus dilakukan, antara lain,
patroli rutin dan imbauan kepada
masyarakat. Demikian pernyata-
an Kepala Taman Nasional Gu-
nung Merbabu Wisnu Wibowo.

Kerentanan juga terjadi di hu-
tan di Lumajang, Probolinggo,
dan Pasuruan, Jawa Timur.

Di Jakarta, Menteri Kehutan-
an Zulkifli Hasan mengimbau
masyarakat berdisiplin untuk
menghindari kebakaran, baik di
hutan maupun permukiman.

Ia  memerintahkan petugas
Perhutani (khusus di Jawa) dan
petugas kehutanan untuk ber-
siaga dan waspada.

Untuk luar Jawa, tahun 2003
Kemhut membentuk Brigade Pe-
nanggulangan Kebakaran Hutan
(Manggala  Agni). Jumlahnya
5.000-an personel di 10 provinsi
prioritas penanggulangan keba-
karan. (GRE/UTI/BAY/DIA ICH)
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Kebakaran Hutan Meluas

Titik Api Hm%mzac Makin Banyak di Kalimantan

PURBALINGGA, KOMPAS — Kebakaran hutan
di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah, yang terjadi
sejak Sabtu (25/8) dini hari terus meluas. Upaya
pemadaman terkendala kondisi lingkungan yang
kering dan embusan angin kencang. Namun, semua
pendaki yang sempat terjebak dapat dievakuasi.

antauan  Kompas  hingga
Minggu sore, kepulan asap putih
terlihat di hagian timur gunung
setinggi 3428 ‘meter dari per-
mukaan laut (mdpl). Hal itu tam-
pak dari pos pendakian Dusun
Bambangan, Deda Kutabawa, Ka-
rahgreja, Purbalingga. Titik api
terlihat di jalur pendakian antara
pos lima dan pos enam pada
2.500-2.600 mdp! di perbatasan
Purbalingga-Pemalang.

Komandan tim Search and
Rescue (SAR) ‘Desa Kutabawa,
Sugeng Riyadi, mengatakan, luas
area hutan di lereng Gunung Sla-

met yang terbakar diperkirakan
mencapai 40 hektar (ha). "Titik
api di wilayah Pemalang sulit
dipadamkan dan meluas menuju
wilayah Purbalingga. Fokus kami
mengevakuasi pendaki: Setelah
dipastikan area gunung kosong,
lebih mudah melokalisasi kobar-
an api,” katanya.

Menurut Sugeng, saat keba-
karan, tercatat sekitar 250 pen-
daki berada di area gunung. Eva-
kuasi dilakukan dengan mener-
junkan tim SAR. Bahkan, 40 pen-
daki terjebak di puncak karena

jalan terhalang api. Mereka di-

evakuasi memutar melalui jalur
pendakian Guci, Tegal. .

Petugas SAR Koordinator Wi-
layah III Jawa Tengah, Rudi Se-
tiawan, menyatakan, saat ini ter-
pantau delapan titik api yang
merambat ke bawah. Vegetasi
yang terbakar berupa damay, pi-
nus, serta pohon hutan lain.

Asisten Perhutani Badan Ke-
satuan Pemangkuan Hutan Ba-

‘nyumas Gunung Slamet Timur

Ahmad Efendi memaparkan, se-
kitar 300 personel Perhutani,
SAR, dan warga dikerahkan un-
tuk- memadamkan api Mereka
membuat parit agar api tak me-
luas. ;

Penuturan Angga: (23), pen-
daki asal Yogyakarta yang di-
evakuasi tim SAR, kebakaran di-
duga berasal dari sisa api unggun
pendaki. "Mungkin api unggun
yang ditinggalkan belum be-
nar-benar mati,” katanya.

Beberapa pendaki lain sempat

berusaha mematikan api, tetapi
angin kencang menyulitkan pe-
madaman.

Dari catatan Kompas, keba-
karan hutan di Guuung Slamet
dalam lima tahun terakhir terjadi
pada musim kemarau. Kebakar-
an pada Agustus 2011 merusak 5
ha hutan, pada September 2009
menghanguskan 52 ha hutan, se-
dangkan pada Agustus 2007
membakar 4 ha hutan.

Kebakaran di Kalimantan

Sementara itu, kabut asap mu-
lai terasa di sekitar Bandara Sya-
msudin Noor, Banjarbaru, Ka-
limantan  Selatan, terutama

-pada pagi hari. Kabut baru ber-

kurang setelal matahari naik cu-
kup tinggi dan angin berembus
kencang.

~ Haruman, Manajer Operasio-
nal Bandara Syamsudin Noor,
Minggu, mengaku kondisi udara
di sekitar bandara dalam bebe-

rapa hari terakhir tidak secerah
hari-hari sebelumnya. Namn,
sejauh ini, hal itu belum ber-
pengaruh terhadap aktivitas pe-
nerbangan. Jarak pandang masih
di atas 5 kilometer.

Data titik api di Kalsel sejuk
Januari sampai Agustus 2012 pa-
da Dinas Kehutanan Kalsel men-
capai 253 titik. Adapun titik api di
Kalimantan Tengah, menurut
Kepala Pelaksana Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah Kal-
teng Mugeni, sampai Agustus
2012 mencapai lebih dari 500
titik. Daerah yang dianggap ra-
wan antara lain Kapuas, Pulang
Pisau, Barito Selatan, Katingan,
Kotawaringin Timur, dan Palang-
karaya.

Administrator Pelabuhan Ku-
mai, Kotawaringin Barat, Kal-
teng, Agus Subagio, mengatakan,
kabut asap sejauh ini belum me-
nimbulkan gangguan terhadap
pelayaran, (GRE/WER/BAY)



LAHAN GAMBUT

Areal Rawa Tripa Diminta Dikembalikan

JAKARTA, KOMPAS — Lahan
gambut seluas 1.605 hektar di
Rawa Tripa, Kabupaten Nagan
Raya, Aceh, yang diberikan untuk

perluasan perkebunan sawit se--

buah. perusahaan didesak dima-
sukkan kembali ke wilayah mo-
ratorium kehutanan. Pemerintah
dan aparat hukum diminta serius

mengusut kasus ini. :
~ ”Izin dari: Gubernur Aceh di-
berikan saat areal itu masuk da-
lam peta moratorium. Ketika di-
persoalkan, Kementerian Kehu-
tanan segera menghapus areal iti1
. dari peta moratorium. Analisis
kami menunjukkan, penghapus-
an areal itu dari peta moratorium
tidak beralasan karena hak guna
usaha pada areal itu tidak jelas,”
kata Elfian Effendi, Direktur Ek-
sekutif Greenomics, Senin (16/4),
di Jakarta.

Seperti diberitakan, kasus ini
diajukan Wahana Lingkungan

Hidup Indonesia g&Ev Aceh ke

Pengadilan Tata Usaha Negara

Banda Aceh. Gubernur Aceh di-
gugat karena penerbitan izin itu.
Pada.sidang 3 April PTUN me-

“ nolak gugatan Walhi Aceh.

Ditanya kasus ini ‘di sela-sela
Journalist Class ”Ekonomi Hi-
jau”, Senin, di Jakarta, Deputi
Perencanaan-dan Hubungan In-
ternasional Unit Kerja Presiden
untuk Pengendalian dan Peng-
awasan Pembangunan (UKP4),

* Heru Prasetyo, mengatakan, da-

lam forum resmi beberapa waktu
lalu, Badan Pertanahan Nasional
menyatakan telah terbit hak guna
usaha (HGU) untuk lahan Rawa
Tripa. ”Setelah kasus ditolak
PTUN, kami kirim tim ke la-
pangan. BPN daerah mengatakan
belum ada HGU,” ujarnya.

Ia mengatakan, UKP4, yang
juga ditugasi sebagai Satgas Per-
siapan Kelembagaan REDD-, tak

diam atas kasus ini. UKP4 me-
minta Menteri Lingkungan Hi-
dup dan Kepala Polri melakukan
investigasi lanjutan. Jika terbukti
melanggar perundangan, perlu
diambil tindakan ‘tegas dan
tepat.

Melalui siaran pers, Ketua Sat-
gas REDD+, Kuntoro Mangku-
subroto, mengatakan, Rawa Tri-
pa merupakan habitat penting
bagi satwa langka dilindungi, ter-
masuk orangutan. Hasil inves-
tigasi menunjukkan ada keba-
karan lahan di wilayah itu yang
terkesan dilakukan terencana.

Tim juga menemukan 1.605
hektar lahan berada di Kawasan
Ekosistem Leuser. Sebagian su-
dah ditanami kelapa sawit dan
siap tanam serta sebagian lain
masih berupa hutan. Temuan
lain adalah areal berada di lahan
gambut sedalam lebih dari tiga
meter. ICH)



Kerusakan Huta
‘Pemerintah Pusat dan Daerah Saling Lempar Tanggung Jawab

JAMBI, KOMPAS — Perusakan dan ﬁmbmwmdocwmb v SEJUMLAH >._.C_~>Z PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
taman nasional dan hutan HEQSBW ﬁm_m& Wmlmbmmcbm D vmsu@czm% kawasan hutan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung
lama serta terus meningkat setiap tahun, tetapi ® Syarat penggunaan kawasan hutan:

“a.Tanpa, smaocgj fungsi pokok kawasan hutan Asmsom}ag:@_&: batasan luas dan jangka waktu tertentu serta
umwmum m;Eamw Penertiban volm:mmzsm mmmmwﬁ mmb kelestarign é_ezma

Bmsqmﬁmmw @mﬂmomymb itu. emas Um:macmsnmz a__m_a_a: %8% ketentuan:

338 %%m: poja, terbuka, 8: Szmj g:mj

Menteri Kehutanan Zulkifli =~ berbagai E%.m&q mc:m Bms I
Hasan di Jakarta, Kamis (19/4),. tibkan- @mn&d@mbmn Kiiwasan”
menegaskan, kawasan taman na- taman nasional wunm & %5% 2 an- oo
sional. tetap: dilarang m:)&sg& IR . mmavmraa fungsi pokok kawasan hutan seca(a, Um::%m:

Karena ity,’ Kementerian Kehu- Ammamacczn ke hal 15 kol-1- mv * Terjadinya kerusakan akuiver air tanah.

i 35&5 mWﬁ 1 mH us Emédudwms ..,m>m> JUGA IE. NN Sumber: Disarikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.




Cerusakan Hutan T erabaikan

ambungan dari halaman 1)

1 "Tidak ada wm:m boleh me-
mbah kawasan taman nasional.
u final: Kami mencari solusi
rbaik agar kesejahteraan rakyat
n kelestarian lingkungan terja-
. Namun, phra ctukong yang
emodali

can saya sikat,” ujar Menhut. -
Di-Indonesia ada 43 -taman
553& darat. amzmm: luas ka-

m Leuser’ QAva z:md:%m EE
rroperasi 40 perusahaan per-
mbangan ‘dan' 16 perusahaan
rrkebunan kelapa sawit:

Dirjen mmiEa:sz: Hutan

m-Konservasi Alam Kemenhut

arori Emﬁ&dv&%mb peénerti-

mn E%Sm wmr:ﬁm:ms di TN Gu-..

g Leuser, TN Kerinct-Seplat;.
TN wEE ‘Barisan Selatan’
rus: @mam_mb 2»8:: prinsi
rerasi ya tak: Bm:meEB per-
abah: yang diperalat pemodal,

mgkah': 55 pemerintah juga.

arelokasi 50 keluarga" peram-

h hutan'di Sumatera Utara ke
matera Selatan a&mB program’

msmigrasi. - . -

"Kami mc%& anm.mm_ma ope-
si:terpadu unfuk: ‘menurunkan
rambah dari TN Bukit Bérisan
latandah TN Gunung Leuser.

perambahan . -hutan .

Di TN Kerinci Seblat juga mulai
ditertibkan. Perambah diperi-
ngatkan keluar dari hutan. Tetapi

kalau sudah berskala masif, tetap

dipidana,” ujar Darori.

Soal dana dan kewalahan
Kepala Dinas Kehutahar Pro-
vinsi Jambi Hasviah menyayang-
kan tuntutan pemerintah: pusat
kepada daerah untuk menjaga

taman :mmﬂo:a begitu besar, te-
tapi tak mmcmda_:m dengan alokasi
dana - bagi dinas mecﬁdé &,,

daerah. -

“ Pihaknya Bm:maﬁ Wméﬁmrwb
menjaga kawasan hutan produksi
dan konservasi di. Jambi seluas
2,1 juta hektar (ha) dengan hanya
berbekal dana APBD tingkat I
sebesar Rp 350 juta dan du-
kungan sekitar 100 polisi hutan
yang memasuki usia pensiun:

. Menjaga hutan | produksi ﬁﬁm ;
.,cm::r konflik: mmummb perambahi’

saja kami siidah kewalahan, ma-

:sih ditambah lagi beban SmEmmw..
aman nmmﬂos& Tuntutan ini tak"
sebanding dengan yang pugat’
. .Umd_g kepadd kami,” EH..ES.

" Hasviah' menambahkan;’ dana

' pusat bagilembaga bentukan pu--
sat, yakni Balai Taman Nasional,-
sekitar ww 5 miliar per:tahumn::

+”Namun;, 'dana untuk. menjaga’

. taman nasional melalui dinas ke-

hutanan tak ada,” katanya. ,
Senada dengan Hasviah, Gu-

bernur Jambi Hasan Basri Agus
mengatakan akan meminta pe-
merintah pusat membantu pe-
nanganan perambahan hutan.
Selain - aktivitas -perambahan la-
ma belum terselesaikan, peram-
bahan baru, juga terjadi di se-

 jumlah lokasi. "Kami kewalahan.

Makin - banyak- perambah yang
masuk Ke kawasan hutan lindung
dan taman nasional,” katanya,
Bahkan; Kepala Dinas Kehu-
tanan Provinsi Riau Zulkifli Yu-

suf vmﬁmdmmwmﬁ pihaknya tak

berperan ;dalam mengawasi ta-

‘man nasional karena Kemenhut

telah' membentuk unit pelaksana
teknis di Riau, yakni Balai Taman
Nasional,i» Tesso- Nilo (TNTN)
yang berfungsi mengawasi hutan
konservasi.

meSmwms ‘konservasi sepe-

: scwu%m saémnmnm ‘pusat. Sesuai
wEEP (Emwm WEE 53& menja-

yang: v&c %mmamEmE pengelo-
szn% ‘képada ~ perusahaan,”

ujarnya.. HmmEmmes di TNTN se-
kitar 28.500 hektar, -

Di' KEL, Acéh, kerusakan ter-
parah dipicu - alih ?:mmu hutan

" menjadi  perkebunan,  pertam-
- bangan, umb&&nE Jiar; dan
: ‘@mEgnm:ES jalan, Sdat ini, se-

lain 40 perusahaan p rtambang-
an, ada pula- 16 perusahaan per-
kebunan beroperasi dalam KEL.

”Semestinya kawasan KEL tak
diperuntukkan bagi permukiman
dan infrastruktur, apalagi perke-
bunan dan pertambangan. Ini se-
suai Peraturan Pemerintah No-
mor-26 Tahun 2008 yang mene-
tapkan KEL sebagai .kawasan
strategis nasional,” kata Kepala
Bidang Pemanfaatan Lingkungan
KEL Teddy Azima. KEL seluas
2,7 juta ha meliputi 2,2 juta ha di
Aceh dan 500.000 ha di Sumut.

Tumpang tindih _
Tingginya tingkat perambahan
di kawasan Taman Nasional Bu-
kit Barisan Selatan (TNBBS),
Lampung, tidak lepas dari tum-
pang tindihnya aturan soal tapal
batas wilayah. Karena itu, Polres
Tanggamus sedang menelusuri
indikasi terjadinya pungutan liar

terhaddp  perambah di wilayah

Pematangsawa.

Di Pematangsawa, - sebagian
perambah menguasai tahah ‘yang
masuk kawasan TNBBS dengan
membeli dari oknum pejabat de-
sa (kepala pekon) setempat. “Ada
yang beli Rp 2 juta-Rp 3 juta per
ha. Mereka diimingi sertifikat.
Kami telah menangkap salali se-
orang dari mereka yang ternyata

- suami- kepala pekon di Tiron,”

ujar ‘Kepala Polres. Tanggamus
Ajun Komisaris Besar Bayu Aji.
_Ada pula pungutan Pajak Bumi

~ dan Bangunan terhadap obyek -

tanah yang dikuasai perambah,
seperti di Rata Agung dan Le-
mong, Kabupaten Lampung Ba-
rat. "Kami mensinyalir pajak ini
muncul akibat ketidakpahaman
dan W:S:m:%m koordinasi aparat
desa,” ujar Kepala’ Bidang Wila-
yah I TNBBS Iwen Yuvanho.

Terkait penertiban, Kepala Ba-
lai Besar TN Gunung Leuser Andi
Basrul mengatakan akan me-
nempuh langkah represif untuk
mengusir perambah. Ia akan me-
minta bantuan TNI dan Polri
serta mengajak masyarakat yang
peduli kelestarian hutan untuk
mengusir perambah.

Juni 2011, petugas TNGL di-
bantu polisi coba mengusir pe-
rambah. Aksi itu dilawan dan
sempat ricuh sehingga 11 orang,

termasuk polisi, terluka dan dira- |

wat di rumah sakit. ”Butuh waktu
larha dan kesabaran tinggi. Na-
mun, ini yang bisa kami lakukan,”

* kata Kepala Bidang Teknis Kon-

servasi BB TNGL Genman S Ha-
sibuan.

Hingga kini, 22.100 ha TNGL
di Sumut dirambah. Sekitar
15.000 ha di antaranya dijadikan
permukiman dan perkebunan
kelapa sawit dan' karet, >am@c:
Jjumlah perambah 6.000 jiwa.
Mereka tersebar ‘di Sei Minyak,
Bara Induk, dan Damar Hitam.

, (ITA/JON/MHE/ADH/
SAH/HAN/HAM)




MORATORIUM KEHUTANAN
Perubahan Kedua Berpotensi Terjadi Lagi

Jakarta, KompasCetak 20/02/12 - Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru yang
dikeluarkan Kementerian Kehutanan masih berpotensi untuk direvisi kedua kali. Ini karena
masih ada masukan data susulan untuk menyempurnakan peta itu.

Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) pertama dikeluarkan Kementerian
Kehutanan pada 17 Juni 2011 untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011
tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer
dan Hutan Gambut yang terbit 20 Mei 2011. Peta ini memadukan data dari Bappenas/Wetland
yang menggunakan dasar peta 1:1 juta dan data Kementerian Kehutanan menggunakan peta
1:250.000.

Kementerian Kehutanan pada 20 November 2011 merevisi PIPPIB dengan mengakomodasi
berbagai data. "Pada tahapan ini terjadi pengurangan areal hutan yang dimoratorium karena
dilakukan cek lapangan dan data dari berbagai studi," kata Nirarta Samadhi, Ketua Kelompok
Kerja Monitoring Moratorium Satuan Tugas Kelembagaan REDD+, Jumat (17/2), di Jakarta.

Peta revisi pertama ini mengakomodasi data sebagian besar kantor Badan Pertanahan Nasional
(BPN) provinsi. Nirarta mengatakan, pada revisi kedua peta akan memasukkan kekurangan data
dari enam kantor BPN provinsi lain.

"Revisi juga bisa dilakukan dari pengaduan masyarakat dan LSM. Selain itu, kami melakukan
pengecekan di lapangan setelah melihat peta hutan yang dimoratorium, tetapi menunjukkan
kecurigaan," katanya. Revisi PIPPIB, seperti diatur dalam Inpres Moratorium, dilakukan setiap
enam bulan sekali.

Di sisi lain, Greenomics Indonesia menilai, revisi PIPPIB terkesan mudah mengeluarkan areal
moratorium. Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, mencontohkan, lebih dari
400.000 hektar areal moratorium dilepas untuk klaster Merauke Integrated Food and Energy
Estate (MIFEE). Lahan gambut merupakan areal dominan yang dikeluarkan dari peta
moratorium hasil revisi pertama yang diterbitkan 22 November 2011.

Ia menyebutkan, hasil analisis overlay peta 17 Juni 2011 dengan 22 November 2011
menunjukkan, lahan gambut 350.000 hektar yang sebelumnya ditetapkan sebagai areal
moratorium dilepas untuk tiga klaster MIFEE. Greenomics meminta Satuan Tugas Kelembagaan
REDD+ mengkaji ulang pelepasan areal moratorium untuk MIFEE. (ICH)



Perlu Perketat Pengawasan Hutan
Jumat, 20 April 2012

Padang, Kompas - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Nasrul Abit, meminta pengelola
kawasan Tanam Nasional Kerinci Seblat supaya memperketat pengawasan. Upaya tersebut untuk
menekan pembalakan liar yang terus terjadi di kawasan TNKS.

Nasrul Abit yang dihubungi, Kamis (19/4), menjelaskan, dari 212.000 hektar lahan Tanam
Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang masuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, sekitar 25
persen di antaranya dalam kondisi rusak akibat penebangan liar. ”Saya setuju jika dilakukan
penanaman kembali, tetapi jangan menanam saja, perlu juga melakukan pengawasan secara
ketat,” katanya.

Dia mengakui Pemkab Pesisir Selatan tidak sanggup melakukan pengawasan itu secara mandiri
mengingat wilayah yang terentang demikian luasnya. “Hari ini saja saya baru mendapat
informasi bahwa besok akan ada empat buah mobil membawa kayu ke Kerinci,” katanya.

Ia menambahkan, untuk mengurangi aktivitas pembalakan liar, pihaknya membatalkan
berlakunya surat keterangan asal usul (SKAU) kayu. “Mulai bulan kemarin tidak ada lagi camat
yang bisa mengeluarkan SKAU. Dengan demikian, pada saat ini semua kayu yang keluar dari
Pesisir Selatan adalah kayu ilegal,” ujar Nasrul.

Menurut dia, dari total kawasan hutan seluas 579.000 hektar, sekitar 50.000 hektar di antaranya
berada dalam kondisi kritis. Dari luasan itu, 68 persen merupakan kawasan hutan suaka, hutan
lindung, dan taman nasional.

Picu abrasi

Pembalakan hutan untuk pembangunan permukiman masyarakat pesisir Pantai Timur Jambi
memicu abrasi di Taman Nasional Berbak (TNB). Hingga kini, abrasi terjadi melalui garis pantai
sepanjang 20 km dengan gerusan dari bibir pantai hingga sejauh 1 km ke arah kawasan TNB.

Kabag Usaha Balai TNB, Nukman, mengemukakan, gerusan abrasi terjadi setelah hutan bakau
sepanjang tepi pantai terus ditebangi. Warga sekitar taman memanfaatkan kayu bakau untuk
tonggak-tonggak rumah atau diolah menjadi arang.

Dari Palembang dilaporkan, pengelola Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan berupaya
menghidupkan wisata minat khusus di permukiman penduduk yang saat ini berada dalam
kawasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap
sumber daya hutan.

Guna mengurangi potensi konflik, daerah permukiman seluas 2.900,92 hektar itu juga tengah
diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan Taman Nasional Sembilang.

Kawasan yang tengah dirintis sebagai wisata minat khusus meliputi Dusun Sembilang, Terusan,
serta kelompok rumah ikan (bagan) laut maupun sungai di sekitarnya, (INK/ITA/IRE)



Kasus Rawa Tripa Mulai Diselidik

Banda Aceh, Kompas CEtAK.03 05 12 - Pemerintah pusat mengunjungi hutan gambut Rawa
Tripa, Aceh, Rabu (2/5). Tim Kementerian Lingkungan Hidup,

Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran dan praktik
perusakan lingkungan di sana.

Tim bekerja sama mengumpulkan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran operasional
perusahaan sawit di area hutan gambut di barat daya Aceh tersebut. Setiba di Banda Aceh, tim
gabungan mengadakan rapat tertutup di Kepolisian Daerah Aceh. Keesokan harinya menuju
Rawa Tripa menempuh perjalanan darat sekitar enam jam.

Pengumpulan bahan keterangan kami ini dengan dugaan sedikitnya ada lima pelanggaran, kata
Deputi V Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
Sudariyono, kemarin.

Menurut dia, dugaan pertama adalah indikasi pembukaan lahan gambut baru

seluas 1.605 hektar tanpa izin. Saat ini, dari sekitar 61.000 hektar
gambut, diperkirakan separuh lebih atau 35.000 hektar beralih dari hutan
gambut menjadi perkebunan sawit.

Dugaan adanya pelanggaran kedua, yakni adanya berbagai kegiatan yang masuk
kawasan ekosistem Leuser. Kegiatan itu merusak kawasan yang seharusnya
dikonservasi.

Adapun dugaan pelanggaran ketiga, adanya pembakaran untuk pembukaan lahan

gambut. Dugaan pelanggaran keempat, kegiatan pengolahan sawit menghasilkan
limbah pencemaran lingkungan yang jelas berisiko bagi manusia.

Dugaan pelanggaran yang kelima, kegiatan di atas lahan gambut yang
memiliki batas kedalaman lebih dari tiga meter. Itu melanggar ketentuan, kata Sudariyono.

Sementara itu, jaksa A Kadir dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung
mengatakan, tuntutan atas kerugian negara yang disebabkan aktivitas perkebunan sawit di hutan
gambut Rawa Tripa akan dijalankan, baik secara pidana maupun perdata.

Petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah cukup mewakili pemerintah dalam
menjalankan tuntutan secara pidana ataupun perdata, @ kata Kadir.

Pembukaan lahan gambut Rawa Tripa mengejutkan banyak kalangan. Selama ini
pemerintah Provinsi Aceh dikenal berkomitmen menjaga hutan dari alih fungsi. (NAW)
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Greenpeace Laporkan Dugaan Perusakan Hutan
Sabtu, 3 Maret 2012

Jakarta, Kompas - Greenpeace Indonesia dan Walhi menyampaikan hasil investigasi dugaan
perusakan hutan di Riau kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI. Perusakan hutan
yang menghancurkan pohon ramin itu diduga dilakukan perusahaan kertas.

Demikian disampaikan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Zulfahmi di Badan Reserse
Kriminal Polri, di Jakarta, Jumat (2/3). ”Kami menyampaikan hasil laporan investigasi satu
tahun ke Mabes Polri,” katanya.

Sesuai dengan Konvensi Internasional Perdagangan Spesies Terancam Punah (CITES), kayu
ramin masuk pengawasan ketat. Catatan Greenpeace Indonesia, berdasarkan analisis peta, sejak
penebangan ramin dilarang tahun 2001, paling tidak 180.000 hektar hutan lahan gambut di
Sumatera hancur di konsesi-konsesi perusahaan. Lahan gambut adalah habitat penting ramin dan
habitat satwa seperti harimau yang tersisa sekitar 400 ekor di alam bebas.

Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia Rahma Shofiana menambahkan, sepanjang 2011,
investigasi dilakukan berkali-kali di Perawang, Riau. Di sana diidentifikasikan kayu ramin
bercampur kayu alam lain untuk bahan baku pabrik kertas.

Investigator mengirimkan sampel 46 gelondong kayu kepada lembaga uji laboratorium
independen di luar negeri. Hasilnya, kayu-kayu itu merupakan kayu ramin. ”Diduga diperoleh
dari perusakan hutan,” kata Rahma. (FER)
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Pilkada Jadi Ajang Obral Perizinan

Rabu,18 April 2012
HUTAN SUMATERA
Pilkada Jadi Ajang Obral Perizinan

Bengkulu, Kompas — Pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan umum selalu menjadi ajang
mengobral pemberian izin usaha pertambangan dan perkebunan bagi calon kepala daerah di
Pulau Sumatera. Bahkan, berbagai urusan administrasi yang semula sulit bagi perambah hutan
mendadak dipermudah demi kepentingan politik.

Demikian hasil penelitian sejumlah ahli kehutanan dan lembaga swadaya masyarakat yang
diperoleh Kompas, Selasa (17/4). ”Saya pernah menyaksikan salah seorang calon kepala daerah
dalam debat kandidat menyilakan publik untuk menggarap hutan. Alasannya, hutan yang ada
milik bersama,” kata pengajar di Universitas Bengkulu, Gunggung Senoaji.

Hal serupa dibenarkan Agus Susatya, pakar kehutanan dari Universitas Bengkulu. Salah satu
modus yang digunakan adalah dengan mengalihfungsikan atau menurunkan status hutan. Akan
tetapi, proses ini panjang dan berisiko secara hukum,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penelitian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu pada
2009-2010, saat pemilu dan pilkada Provinsi Bengkulu digelar, diterbitkan izin usaha
pertambangan dan perkebunan bagi 42 perusahaan. Izin-izin itu mengakibatkan perusahaan
menguasai lahan 75.703 hektar.

“Pilkada dan pemilu berkontribusi terhadap kerusakan hutan di Bengkulu. Saat itu, kepala daerah
cenderung memberikan izin tambang dan perkebunan kepada investor guna mendapatkan dana
segar untuk biaya politik selama pilkada dan pemilu,” kata Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu
Zenzi Suhadi, Selasa, di Bengkulu.

Kini, ruang kelola pemodal melalui kuasa pertambangan dan perkebunan di Bengkulu mencapai
463.964 hektar atau 25 persen dari lnas wilayah Bengkulu. Itu terbagi dalam pertambangan pasir
(156.112 hektar), batubara (99.305 hektar), dan perkebunan (208.546 hektar).

Janji kampanye

Kasus serupa terjadi di Riau. Momentum pilkada menjadi masa indah bagi perambah hutan.
“Menjelang pilkada, surat-menyurat, terutama bukti diri berupa kartu tanda penduduk (KTP)
atau surat keterangan tanah (SKT) akan lebih mudah diterbitkan. Namun, imbalannya, perambah
diminta memilih calon tertentu. Dengan memiliki KTP dan SKT, keberadaan perambah semakin
kuat. Itu pola umum yang terjadi di Riau,” ujar Zazali Ahmad, Direktur Scale Up, lembaga
mediasi konflik di Pekanbaru.

Dia mencontohkan, dari ribuan keluarga perambah di 14 desa yang menduduki 28.500 hektar di
Taman Nasional Tesso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Riau, hampir semua memiliki KTP. Mereka
terdaftar sebagai penduduk yang memiliki hak pilih saat pilkada beberapa waktu lalu.



Saat kampanye, calon kepala daerah berjanji, jika terpilih, dia akan memperjuangkan lahan yang
disengketakan dilepas dari kawasan hutan negara. “Jualan politik seperti itu jelas mendapat
perhatian khusus dari perambah,” kata Zazali.

Sekretaris Jenderal Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara Jimmy Panjaitan juga mengakui ada
gejala maraknya penerbitan izin pemanfaatan kayu tanah milik (IPKTM) oleh bupati setelah
terpilih. Izin itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang menyokong dirinya dalam
pilkada. "Kami melihat fenomena ini terjadi di Sumut. Mau tidak mau ini memengaruhi
deforestasi,” ujar Jimmy.

Pakar kehutanan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, San Afri Awang, menemukan
praktik serupa. “Penyalahgunaan wewenang perizinan kawasan hutan untuk perkebunan dan
pertambangan banyak dilakukan kepala daerah, baik bupati maupun gubernur. Mereka
menerbitkan izin tanpa sepengetahuan Menteri Kehutanan,” katanya.

Namun, Kepala Dinas Kehutanan Sumut JB Siringoringo menampik anggapan ada hubungan
antara kerusakan hutan dan pilkada. “Kerusakan itu lebih pada tumpang tindih izin yang
dikeluarkan di wilayah hutan, bukan terkait pilkada,” ujarnya.

Pemprov Bengkulu akhirnya mencabut izin usaha pertambangan batubara PT Inmas Abadi di
sekitar kawasan konservasi Pusat Latihan Gajah Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara. Jika tidak,
dikhawatirkan usaha pertambangan batubara akan mengancam keberadaan satwa liar, terutama
gajah sumatera.

”SK pembatalan sudah saya tanda tangani sekitar Januari. Arsip SK saya pegang. Semula izin
diberikan karena investor berjanji membangun pelabuhan. Janji itu tak terpenuhi,” ujar Pelaksana
Tugas Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah.

(ADH/SAH/WSI/ABK)
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GAMBUT

Riset dan Standar Deforestasi Selamatkan
Lahan

Rabu, 13 Juni 2012

Jakarta, Kompas - Untuk menyelamatkan lahan dan hutan gambut, mendesak dilakukan riset dan
penetapan standar deforestasi. Sejauh belum diketahui secara ilmiah, lahan dan hutan gambut
semestinya tidak diubah fungsi dan peruntukannya.

”Penetapan reduksi emisi dari sektor kehutanan dan gambut sebesar 87 persen setara 0,672
gigaton karbon dioksida ekuivalen. Tetapi, kegiatan riset gambut serta penetapan standar
deforestasi tak berjalan baik,” kata Ketua Perhimpunan Gambut Indonesia Bambang Setiadi,
Selasa (12/6), di Jakarta.

Bambang mengikuti konvensi gambut sedunia di Stockholm, Swedia, 4-8 Juni 2012. Dalam
pertemuan internasional itu, Bambang menekankan pentingnya penetapan standar deforestasi di
dunia. "Tanpa ada standar deforestasi, luas hutan akan terus menyusut,” kata Bambang.

Ia merujuk periode tahun 1995-2005 Indonesia kehilangan 28,1 juta hektar. Ini yang terbesar
kedua setelah Brasil yang kehilangan 42,3 juta hektar.

“Indonesia dengan gambut tropika terluas di dunia masih dengan mudah mengubah fungsi dan
peruntukan lahan gambut,” kata Bambang.

Proyek pembukaan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah yang berakibat rusaknya
ekosistem dan kebakaran pada tahun 1997 memberikan pengalaman berharga. Bambang
mengatakan, pemotongan gambut untuk kanal 112 kilometer yang menghubungkan sungai
Kapuas dan Sebangau berdampak fatal.

Saat itu, kanal yang ditujukan untuk mengaliri lahan dengan air Sungai Kapuas dan Sebangau
menyurutkan air gambut dan berdampak pada kebakaran gambut.

Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo mengatakan,
kepentingan ekonomi, seperti peruntukan perkebunan sawit, kerap mengalahkan konservasi
gambut. Pengusaha sawit pada periode tertentu memang memperoleh keuntungan, tetapi pada
saat tertentu mendapat ancaman serius.

”Lahan gambut untuk sawit di musim kemarau panjang terancam kebakaran lebih besar,” kata
Bambang. (NAW)
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KERUSAKAN HUTAN
Masyarakat Penyangga Tidak Pemah Dilibatkan

Sabtu, 21 April 2012 |

Bengkulu, Kompas - Maraknya perusakan serta penghancuran hutan lindung, hutan produksi,
dan taman nasional tidak terlepas dari pengabaian pemerintah terhadap masyarakat yang -
menetap di sekitar kawasan hutan. Mereka yang tinggal di penyangga hutan diminta menjaga
tanpa disertai pemberian kesempatan menjadi bagian dari pengelolaan kawasan tersebut.
”Akibatnya, masyarakat penyangga cenderung mengambil manfaat ekonomi dari hutan.
Kesadaran mercka akan pentingnya kelestarian dan keberlanjutan hutan tak pernah dibangun.
Saat ada pemodal datang menggoda dengan memberikan sejumlah uang untuk melakukan
perambahan, mereka langsung mengikutinya,” kata ahli ekologi tropis Universitas Bengkulu, Dr
Yansen, di Bengkulu, Jumat (20/4).

Perusakan dan penghancuran hutan terus meningkat setiap tahun, tetapi jarang ditindak. Dari
12,3 juta hektar (ha) kawasan taman nasional darat di Indonesia, sekitar 30 persen di antaranya
hancur akibat perambahan. Pemerintah pusat dan daerah masih saling lempar tanggung jawab
mengatasi persoalan itu.

Dampak perusakan hutan kian nyata diderita masyarakat di Provinsi Aceh. Selama empat tahun
terakhir, kejadian banjir terus meningkat, yaitu 46 kali pada 2007, 170 kali pada 2008, 213 kali
pada 2009, dan 250 kali pada 2010. Longsor pun demikian, yaitu 12 kejadian pada 2007, 37
kejadian pada 2008, 56 kejadian pada 2009, dan 47 kejadian pada 2010.

Ancaman kehancuran mengintai 112.000 ha Taman Hutan Rakyat Sultan Adam di Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan, akibat diserbu ribuan penambangan emas ilegal oleh rakyat. ”Saya
minta tambang emas ilegal ditangani serius. Jika perlu, dilakukan operasi penertiban secara
berkala setiap bulan agar aktivitas ilegal itu berhenti,” kata Gubernur Kalimantan Selatan Rudy
Ariffin.

Di Kalimantan Barat, dari 9,1 juta ha hutan yang ada, sekitar 2,3 juta ha di antaranya segera
diputihkan. Lahan ini bakal menjadi perkebunan kelapa sawit, seperti 200.000 ha di Kabupaten
Ketapang dan 28.000 ha di Bengkayang. ”Di kedua tempat tersebut tidak ada izin pelepasan
kawasan dari Menteri Kehutanan, tetapi hutan sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit,”
kata pengamat kehutanan di Kalimantan Barat, Soenarno.

(ADH/HAN/WER/AHA/BAY)



Protokol Pengisian Lembar Koding
Pengantar
Analisis isi dimaksudkan untuk mengetahui objektivitas berita lingkungan yang terdapat pada
harian Kompas pada periode Februari- September 2012. Melihat apakah Objektivitas Kompas
dikategorikan baik atau sebaliknya pada berita lingkungan dari tiga dimensi yaitu akurasi,
ketidakberpihakan dan validitas. Bacalah dengan saksama petunjuk pengisian ini yang menjadi
dasar bagi anda dalam mengisi lembar koding.
Berita Lingkungan
Penelitian ini hanya menyertakan berita lingkungan yang terdapat pada surat kabar harian
Kompas. Berita disini dimaksudkan sebagai semua produk berita mengenai lingkungan yang
dimuat oleh harian Kompas pada periode Februari- September 2012 yang tersebar pada halaman
utama, rubrik Lingkungan dan Kesehatan dan rubrik Nusantara.
Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut
Penelitian ini hanya menyertakan berita mengenai lingkungan, lebih spesifik pada kasus
kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Indonesia selama periode yang telah
ditentukan.
Prosedur
Bacalah berita dari surat kabar dengan teliti. Bacalah juga petunjuk pengisian ini agar anda dapat
menempatkan berita dalam kategori yang tepat. Setelah itu isilah lembar koding dengan pilihan
yang tepat.
1. Akurasi Berita
1.1.Kesesuaian Judul dengan Isi Berita
Kesesuaian judul yang dimaksudkan disini adalah judul utama yang terdapat di berita
harus merupakan intisari atau garis besar dari sebuah berita, judul harus bisa
menjelaskan persoalan yang terjadi dalam sebuah berita. Kesesuaian judul merupakan

hal penting yang harus diukur dalam akurasi. Dengan demikian ada 2 kategori yaitu



a. Sesuai, jika judul merupakan suatu kesatuan yang sama dengan isi berita atau

merupakan kutipan yang terdapat dalam isi berita.

b. Tidak sesuali, jika judul bukan merupakan bagian dari kalimat yang sama pada
isi berita atau bukan merupakan kutipan yang terdapat dalam isi berita.
Misalnya: Berita dengan judul Rawa Tripa Kembali Dimoratorium merupakan
judul yang sesuai dengan isi berita karena isi berita menggambarkan dan
menjelaskan tentang lahan gambut Rawa Tripa yang kembali dimoratorium
oleh pemerintah. Intercoder memilih a jika judul merupakan kesatuan atau
kutipan dalam berita dan memilih b jika tidak.

1.2.Pencantuman waktu
Pencantuman waktu bertujuan untuk menunjukkan keakurasian dari fakta atau
opini. Pencantuman waktu yang dimaksudkan disini adalah waktu pasti mengenai
kejadian atau waktu wawancara. Dalam pencantuman waktu terdapat 2 kategori yaitu:

a. Mencantumkan waktu, jika terdapat pencantuman tanggal, kata-kata tentang
waktu atau menampilkan keduanya yaitu pencantuman tanggal dan kata-kata
atau pernyataan tentang waktu yang jelas memgenai kejadian yang telah
terjadi atau waktu wawancara.

b. Tidak mencantumkan waktu, jika tidak terdapat pencantuman waktu yang

jelas atau tidak terdapat pencantuman tanggal atau pernyataan tentang waktu.

Misalnya: memilih a jika terdapat penggalan kalimat seperti “Hasil sementara
penyelidikan menunjukkan, PT SPS 2 diduga membakar lahan 1,183
hektar, 19 Maret dan 24 Maret 2012 ”. dan memilih b jika tidak terdapat

penggalan kalimat seperti itu.

1.3.Penggunaan Data Pendukung



Untuk memperjelas pemberitaan mengenai sebuah masalah perlu adanya data
pendukung. Data pendukung dalam sebuah berita bertujuan untuk meyakinkan atau
memperjelas kebenaran dari berita tersebut, sehingga penggunaan data memcerminkan

akurasi dari sebuah berita. Terdapat 2 kategori yaitu:

a. Ada data pendukung, jika berita tersebut dilengkapi salah satu data pendukung
seperti tabel, statistik, foto, ilustrasi gambar, buku, undang-undang dan

lainnya.

b. Tidak ada data pendukung, jika berita tersebut tidak dilengkapi data
pendukung seperti tabel, statistik, foto, ilustrasi, gambar, buku, undang-

undang dan lainnya.

Misalnya: memilih a jika terdapat data pendukung seperti pencantuman UU
No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup dalam berita dan memilih b jika tidak.
1.4.Faktualitas Berita

Faktualitas berita yang dimaksudkan disini adalah menyangkut ada atau tidaknya
pencampuran fakta dengan opini dari wartawan yang menulis berita. Kata-kata yang

mengandung opini wartawan seperti tampaknya, seakan-akan, diperkirakan,

terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diramalkan, mengejutkan, kontroversi,

maneuver, sayangnya dan kata-kata yang menunjukkan oponitative lainnya. Terdapat 2

kategori yaitu:
a. Ada pencampuran fakta dan opini apabila terdapat kata-kata opini

b. Tidak ada pencampuran fakta dan opini jika tidak terdapat kata-kata opini.



Misalnya: memilih a jika terdapat penggalan kalimat opinitatif oleh
wartawan seperti “ ini sudah tidak rasional, anehnya pemerintah daerah
tidak serius mengurangi luas kawasan tambang” dan memilih b jika

tidak.
2. Ketidakberpihakan

Yang dimaksudkan dengan ketidakberpihakan dalam pemberitaan yaitu menyangkut
keseimbangan penulisan berita. Sebuah berita menjadi tidak berpihak ketika tidak terdapat
keseimbangan baik dari sumber berita maupun ukuran fisik kolom. Ketidakberpihakan yang
dimaksudkan memiliki pengertian berlaku adil atau tidak memihak ke mana-mana kecuali
kebenaran yang ditemukan di lapangan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada
semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap berita tersebut untuk menjelaskan kejadian
atau permasalahan. Selain itu dituntut pula untuk memberikan luas kolom yang sama bagi

masing-masing pihak.
2.1.Ketidakberpihakan dilihat dari sumber berita yang digunakan

a. Seimbang jika pemberitaan bersumber dari semua pihak yang terlibat dalam

berita atau permasalahan tersebut
b. Tidak seimbang jika pemberitaan hanya bersumber dari narasumber tunggal

Misalnya: berita dengan judul Gambut tergredasi hingga 50 Persen
merupakan berita yang dikategorikan seimbang dari segi sumber berita karena
narasumber yang terdapat dalam berita bukan merupakan narasumber tunggal,

intercoder memilih a jika seimbang dan memilih b jika tidak seimbang

2.2.Ketidakberpihakan dilihat dari ukuran fisik luas kolom (centimeters kolom)



a. Seimbang jika luas kolom pemberitaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam

pemberitaan memiliki jumlah kesamaan

b. Tidak seimbang, jika luas kolom yang dipakai antara pihak-pihak yang terlibat

dalam pemberitaan tidak memiliki jumlah kesamaan

Misalnya: berita dengan judul Gambut Tergredasi Hingga 50 Persen tidak
seimbang jika dilihat dari luas kolom pemberitaan ini terlihat dari porsi
pemberitaan antara dua narasumber yang terdapat dalam berita berbeda jauh

dari segi centimeters kolom.
3. Validitas

Yang dimaksudkan dengan validitas adalah keabsahan dari pemberitaan. Hal ini dapat
diukur dari atribusi yaitu pencantuman sumber berita secara jelas dan kompetensi yaitu

menyangkut pihak yang dijadikan sumber berita dalam pemberitaan.

3.1. Atribusi yaitu pencantuman sumber berita secara jelas baik identitas maupun upaya

konfirmasi, terbagi menjadi 2 kategori yaitu:
a. Sumber berita jelas, jika dalam berita dicantumkan identitas sumber berita secara jelas.
b. Sumber berita tidak jelas, jika dalam berita tidak dicantumkan identitas secara jelas.

Misalnya: memilih a jika Sumber berita jelas seperti terdapat penggalan kalimat seperti ini “
Demikian dikatakan Merah Johanson dari Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang

Kalimantan Timur”.

3.2. Kompetensi pihak yang dijadikan sumber berita, apakah berita tersebut diperoleh atau
berasal dari apa yang dilihat wartawan sendiri atau dari sumber berita yang menguasai persoalan

atau hanya sekedar kedekatannya dengan media yang bersangkutan atau karena jabatannya.



Kompetensi pihak yang dijadikan sumber berita dalam mendapatkan informasi digunakan untuk

mengetahui vaaliditas kronologi suatu peristiwa. Ada 3 kategori, yaitu:

a. Wartawan bila peristiwa yang diberitakan merupakan hasil pengamatan wartawan sendiri
secara langsung yaitu mengungkap informasi secara langsung yaitu mengungkap
informasi sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui oleh wartawan itu

sendiri.

b. Pelaku langsung, jika peristiwa yang diberitakan merupakan hasil wawancara wartawan
dengan sumber berita yang mengalami langsung peristiwa tersebut misalnya seperti saksi
mata, korban atau orang yang terlibat atau berhubungan langsung dengan peristiwa itu

sendiri atau berada di lokasi saat peristiwa terjadi.

c. Bukan pelaku langsung, jika peristiwa yang diberitakan merupakan hasil wawancara
wartawan dengan sumber berita yang tidak mengalami secara langsung atau terlibat
langsung dengan sebuah peristiwa yang diberitakan, hanya karena jabatan atau akses

informasi sehingga dijadikan sumber berita.

Berita dikatakan valid ketika berita didasarkan pada hasil wawancara wartawan dengan pelaku
langsung atau berdasarkan pengamatan wartawan namun terlebih dahulu melakukan cek dan
recek di lapangan. Berita dikatakan tidak valid ketika berita hanya didasarkan pada hasil
wawancara dengan pelaku tidak langsung atau hanya berdasarkan pengamatan wartawan tanpa

melakukan cek dan recek dengan pelaku langsung dan pendapat dari pelaku tidak langsung.



Lembar Koding Analisis isi Objektivitas Berita Lingkungan Kompas dalam Pemberitaan Kasus

Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia, periode Februaari-September 2012

Media : Kompas



Intercoder
Judul Berita
Hari/ tanggal

Pada bagian ini Anda diminta memberikan tanda cek (v) sebagai respon dari jawaban yang
anda pilih pada pilihan yang telah disediakan. Berikan satu jawaban disetiap pertanyaan.
1. OBJEKTIVITAS DIUKUR BERDASARKAN DIMENSI AKURASI
No.

Akurasi

1.  Kesesuaian judul Sesuai

dengan isi berita
Tidak Sesuai
2 Pencantuman waktu  Dicantumkan
Tidak dicantumkan

3 Penggunaan data Ada

pendukung
Tidak ada
4 Faktualitas berita Ada pencampuran fakta dan
opini

Tidak ada pencampuran fakta

dan opini



2. OBJEKTIVITAS

BERITA DIUKUR BERDASARKAN

KETIDAKBERPIHAKAN

No.

3. OBJEKTIVITAS

Ditijau dari sumber

berita

Ukuran fisik kolom

luas (centimeters)

VALIDITAS

No

Atribusi atau
pencantuman sumber

berita secara jelas

Kompetensi

Ketidakberpihakan

Seimbang

Tidak seimbang

Seimbang

Tidak seimbang

BERITA DIUKUR BERDASARKAN

Validitas

Sumber berita jelas

Sumber berita tidak jelas
Wartawan

Pelaku langsung

DIMENSI

DIMENSI



Pelaku tidak langsung

Yogyakarta,

(Intercoder)



Kategori Akurasi

CONTOH PERHITUNGAN

1. Kesesuaian isi dengan judul berita :
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Kategori Ketidakberpihakan

Ditinjau dari Sumber Berita

No Peneliti Intercoder | Intercoder 11
1 A A A
2 A A A
3 A A A
4 A A A
5 A A A
6 B B A
7 A A A
8 A A A
9 A A A

10 A A A

11 A A A

12 A A A

13 A A A

14 A A A

15 A A A

16 A A A

17 A A A

18 A A A

19 A A A

20 A A A

21 A B B

22 A A A

23 A A A

24 A A A

25 A A A

26 A A A

Al A A A

28 A A A

29 A B A

30 A A A

31 A A A

32 A A A

33 A A A

34 B B B

35 A A A

36 A A A

37 A A A

38 A A A

39 A A A

40 A A A

41 A A A

42 A A A
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Perhitungan analisis (peneliti) :
- A (pelaku langsung )
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Persamaan Jawaban

Kategori Akurasi

1. Kesesuaian isi dengan judul berita :

No | Heny Martha Niken
1 Sesuai Sesuai Sesuai
2 Sesuai Sesuai Tidak Sesuai
3 Sesuai Sesuai Sesuai
4 Sesuai Sesuai Sesuai
5 Sesuai Sesuai Sesuai
6 Sesuai Sesuai Sesuai
7 Sesuai Sesuai Sesuai
8 Sesuai Sesuai Sesuai
9 Sesuai Sesuai Sesuai
10 | Sesuai Sesuai Sesuai
11 | Sesual Sesuai Sesuali
12 | Sesuai Sesuai Tidak Sesuai
13 | Sesuai Sesuai Sesuai
14 | Sesuai Sesuai Sesuai
15 | Sesuai Sesuai Sesuai
16 | Sesual Sesuai Sesuai
17 | Sesuai Sesuai Sesuai
18 | Sesual Sesuai Sesuai
19 | Sesuai Sesuai Sesuai
20 | Sesual Sesuai Sesuai
21 | Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai
22 | Sesuai Sesuai Sesuai
23 | Sesuai Sesuai Sesuai
24 | Sesual Sesuai Sesuai
25 | Sesual Sesuai Sesuai
26 | Sesuali Sesuai Sesuai
27 | Sesual Sesuai Sesuai
28 | Sesuai Sesuai Sesuai
29 | Sesuai Sesuai Sesuai

30 | Sesuai Sesuai Sesuai

31 | Sesuai Sesuai Sesuai

32 | Sesuai Sesuai Sesuai

33 | Sesuai Sesuai Sesuai

34 | Sesuai Sesuai Sesuai

35 | Sesuai Sesuali Sesuai

36 | Sesuai Sesuai Sesuai

37 | Sesuai Sesuai Sesuai

38 | Sesuai Sesuai Sesuai

39 | Sesuai Sesuai Sesuai

40 | Sesuai Sesuai Sesuai

41 | Sesuai Sesuai Sesuai




42 | Sesuai Sesuai Sesuai
43 | Sesuai Sesuai Sesuai
44 | Sesuai Sesuai Sesuai
45 | Sesuai Sesuai Sesuai
46 | Sesuai Sesuai Sesuai
47 | Sesuai Sesuai Sesuai
48 | Sesuai Sesuai Sesuai
49 | Sesuai Sesuai Sesuai
50 | Sesuai Sesuai Sesuai
51 | Sesuai Sesuai Sesuai
52 | Sesuai Sesuai Sesuai
53 | Sesuai Sesuai Sesuai
54 | Sesual Sesuai Sesuai
55 | Sesuai Sesuai Sesuai
56 | Sesual Sesuai Sesuai
57 | Tidak Sesuai Tidak Sesuai Sesuai
58 | Sesuai Sesuai Sesuai
59 | Sesuai Sesuai Sesual
60 | Sesuai Sesuai Sesuai
61 | Tidak Sesuai Tidak Sesuai Sesuai
62 | Sesuai Sesuai Sesuai
63 | Sesuai Sesuai Sesuai
Kesesuain 62 61
Pencantuman Waktu :
No Heny Martha Niken
1 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
2 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
3 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
4 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
5 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
6 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
7 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
8 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
9 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
10 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
11 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
12 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
13 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
14 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
15 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
16 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
17 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
18 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
19 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan




20 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
21 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
22 Dicantumkan Tidak Dicantumkan Dicantumkan
23 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
24 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
25 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
26 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
27 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
28 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
29 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
30 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
31 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
32 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
33 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
34 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
35 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
36 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
37 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
38 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
39 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
40 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
41 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
42 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
43 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
44 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
45 Tidak Dicantumkan | Dicantumkan Tidak Dicantumkan
46 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
47 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
48 Tidak Dicantumkan | Dicantumkan Tidak Dicantumkan
49 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
50 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
51 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
52 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
53 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
54 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
55 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
56 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
57 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
58 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
59 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
60 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
61 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
62 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
63 Dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
Kesesuain 61 63

3. Penggunaan Data Pendukung :




No Heny Martha Niken

1 Ada Ada Ada

2 Ada Ada Ada

3 Tidak Ada Ada Tidak Ada
4 Ada Ada Ada

5 Tidak Ada Tidak Ada Ada

6 Ada Ada Ada

7 Ada Ada Ada

8 Ada Ada Ada

9 Ada Ada Ada

10 Ada Ada Ada

11 Ada Ada Ada

12 Ada Ada Ada

13 Ada Ada Ada

14 Ada Ada Ada

15 Ada Tidak Ada Ada

16 Ada Ada Ada

A Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
18 Ada Ada Ada

19 Ada Ada Ada

20 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
21 Ada Ada Ada

22 Ada Ada Ada

23 Ada Ada Ada

24 Ada Ada Ada

25 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
26 Ada Ada Ada

27 Ada Tidak Ada Ada

28 Ada Ada Ada

29 Ada Ada Ada

30 Ada Ada Ada

31 Ada Ada Ada

32 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
33 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
34 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
35 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
36 Ada Ada Ada

37 Ada Tidak Ada Ada

38 Tidak Ada Tidak Ada Ada

39 Ada Tidak Ada Ada

40 Ada Ada Ada

41 Ada Ada Ada

42 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
43 Ada Tidak Ada Tidak Ada
44 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada




45 Tidak Ada Tidak Ada Ada

46 Ada Ada Ada

47 Ada Ada Ada

48 Ada Ada Ada

49 Ada Tidak Ada Ada

50 Ada Ada Tidak Ada

51 Ada Ada Ada

52 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

53 Ada Ada Tidak Ada

54 Ada Tidak Ada Ada

55 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

56 Ada Tidak Ada Ada

57 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

58 Ada Tidak Ada Ada

59 Ada Tidak Ada Ada

60 Ada Ada Ada

61 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

62 Ada Ada Ada

63 Ada Ada Ada

Kesesuain 52 60

Faktualitas Berita :

No | Heny Martha Niken

1 | Ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran

2 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
3 | Tidak ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran

4 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
5 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
6 | Tidak ada pencampuran Ada pencampuran Tidak ada pencampuran
7 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
8 | Ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran

9 | Ada pencampuran Tdk ada pencampuran | Tdk ada pencampuran
10 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
11 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
12 | Ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran

13 | Ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran

14 | Ada pencampuran Tdk ada pencampuran | Ada pencampuran

15 | Ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran

16 | Ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran

17 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
18 | Ada pencampuran Tdk ada pencampuran | Ada pencampuran

19 | Ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran

20 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
21 | Ada pencampuran Tdk ada pencampuran | Ada pencampuran

22 | Tidak ada pencampuran Ada pencampuran Tidak ada pencampuran
23 | Ada pencampuran Tdk ada pencampuran | Ada pencampuran

24 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran




25

Tidak ada pencampuran

Tidak ada pencampuran

Tidak ada pencampuran

26 | Tidak ada pencampuran Ada pencampuran Tidak ada pencampuran
27 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
28 | Ada pencampuran Tdk ada pencampuran | Ada pencampuran
29 | Ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran
30 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
31 | Ada pencampuran Tdk ada pencampuran | Ada pencampuran
32 | Ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran
33 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran

34 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
35 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
36 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
37 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
38 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran | Ada pencampuran

39 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
40 | Tidak ada pencampuran Ada pencampuran Tidak ada pencampuran
41 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
42 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
43 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
44 | Ada pencampuran Ada pencampuran Tdk ada pencampuran
45 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Ada pencampuran

46 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
47 | Ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran

48 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
49 | Tidak ada pencampuran Ada pencampuran Tidak ada pencampuran
50 | Ada pencampuran Ada pencampuran Tdk ada pencampuran
51 | Ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran

52 | Ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran

53 | Ada pencampuran Ada pencampuran Tdk ada pencampuran
54 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
55 | Ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran

56 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
57 | Ada pencampuran Ada pencampuran Ada pencampuran

58 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
59 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
60 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
61 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
62 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran
63 | Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran Tidak ada pencampuran

Kesesuain

50

56

Kategori Ketidakberpihakan

. Ditinjau dari Sumber Berita

No Heny Martha Niken
1 Seimbang Seimbang Seimbang
2 Seimbang Seimbang Seimbang




3 Seimbang Seimbang Seimbang
4 Seimbang Seimbang Seimbang
5 Seimbang Seimbang Seimbang
6 B B Seimbang
7 Seimbang Seimbang Seimbang
8 Seimbang Seimbang Seimbang
9 Seimbang Seimbang Seimbang
10 Seimbang Seimbang Seimbang
11 Seimbang Seimbang Seimbang
12 Seimbang Seimbang Seimbang
13 Seimbang Seimbang Seimbang
14 Seimbang Seimbang Seimbang
15 Seimbang Seimbang Seimbang
16 Seimbang Seimbang Seimbang
17 Seimbang Seimbang Seimbang
18 Seimbang Seimbang Seimbang
19 Seimbang Seimbang Seimbang
20 Seimbang Seimbang Seimbang
21 Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang
22 Seimbang Seimbang Seimbang
23 Seimbang Seimbang Seimbang
24 Seimbang Seimbang Seimbang
25 Seimbang Seimbang Seimbang
26 Seimbang Seimbang Seimbang
27 Seimbang Seimbang Seimbang
28 Seimbang Seimbang Seimbang
29 Seimbang Tidak Seimbang Seimbang
30 Seimbang Seimbang Seimbang
31 Seimbang Seimbang Seimbang
32 Seimbang Seimbang Seimbang
33 Seimbang Seimbang Seimbang
34 Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang
35 Seimbang Seimbang Seimbang
36 Seimbang Seimbang Seimbang
37 Seimbang Seimbang Seimbang
38 Seimbang Seimbang Seimbang
39 Seimbang Seimbang Seimbang
40 Seimbang Seimbang Seimbang
41 Seimbang Seimbang Seimbang
42 Seimbang Seimbang Seimbang
43 Seimbang Seimbang Seimbang
44 Seimbang Seimbang Seimbang
45 Tidak Seimbang Tidak Seimbang Seimbang
46 Seimbang Seimbang Seimbang
47 Seimbang Seimbang Seimbang
48 Seimbang Seimbang Seimbang
49 Seimbang Seimbang Seimbang
50 Seimbang Seimbang Seimbang




51 Seimbang Seimbang Seimbang
52 Seimbang Seimbang Seimbang
53 Seimbang Seimbang Seimbang
54 Seimbang Seimbang Seimbang
55 Seimbang Seimbang Seimbang
56 Seimbang Seimbang Seimbang
57 Seimbang Seimbang Seimbang
58 Seimbang Seimbang Seimbang
59 Tidak Seimbang Tidak Seimbang Seimbang
60 Seimbang Seimbang Seimbang
61 Tidak Seimbang Tidak Seimbang Seimbang
62 Seimbang Seimbang Seimbang
63 Seimbang Seimbang Seimbang
kesesuain 62 59
Ditinjau dari Ukuran Fisik Kolom

No Heny Martha Niken

1 Seimbang Seimbang Seimbang
2 Seimbang Seimbang Seimbang
3 Seimbang Seimbang Seimbang
4 Seimbang Seimbang Seimbang
5 Seimbang Seimbang Seimbang
6 Seimbang Seimbang Seimbang
7 Seimbang Seimbang Seimbang
8 Seimbang Seimbang Seimbang
9 Seimbang Seimbang Seimbang
10 Seimbang Seimbang Seimbang
11 Seimbang Seimbang Seimbang
12 Seimbang Seimbang Seimbang
13 Tidak Seimbang Tidak Seimbang Seimbang
14 Seimbang Seimbang Seimbang
15 Seimbang Seimbang Seimbang
16 Seimbang Seimbang Seimbang
17 Seimbang Seimbang Seimbang
18 Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang
19 Seimbang Seimbang Seimbang
20 Seimbang Seimbang Seimbang
21 Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang
22 Seimbang Seimbang Seimbang
23 Seimbang Seimbang Seimbang
24 Seimbang Seimbang Seimbang
25 Seimbang Seimbang Seimbang
26 Seimbang Seimbang Seimbang
27 Seimbang Seimbang Seimbang
28 Seimbang Seimbang Seimbang
29 Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang




30 Seimbang Seimbang Seimbang
31 Seimbang Seimbang Seimbang
32 Seimbang Tidak Seimbang Seimbang
33 Seimbang Seimbang Seimbang
34 Tidak Seimbang Tidak Seimbang Tidak Seimbang
35 Seimbang Seimbang Seimbang
36 Seimbang Seimbang Seimbang
37 Seimbang Seimbang Seimbang
38 Seimbang Seimbang Seimbang
39 Seimbang Seimbang Seimbang
40 Seimbang Seimbang Seimbang
41 Seimbang Seimbang Seimbang
42 Seimbang Tidak Seimbang Seimbang
43 Seimbang Seimbang Seimbang
44 Seimbang Seimbang Seimbang
45 Tidak Seimbang Tidak Seimbang Seimbang
46 Seimbang Seimbang Seimbang
47 Seimbang Seimbang Seimbang
48 Seimbang Seimbang Seimbang
49 Seimbang Seimbang Seimbang
50 Seimbang Seimbang Seimbang
51 Seimbang Seimbang Seimbang
52 Seimbang Seimbang Seimbang
53 Seimbang Seimbang Seimbang
54 Seimbang Seimbang Seimbang
55 Seimbang Seimbang Seimbang
56 Seimbang Seimbang Seimbang
57 Seimbang Seimbang Seimbang
58 Seimbang Seimbang Seimbang
59 Tidak Seimbang Tidak Seimbang Seimbang
60 Seimbang Seimbang Seimbang
61 Tidak Seimbang Tidak Seimbang Seimbang
62 Seimbang Seimbang Seimbang
63 Seimbang Seimbang Seimbang
kesesuain 61 59
Kategori Validitas

. Atribusi
No Heny Martha Niken
1 Jelas Jelas Jelas
2 Jelas Jelas Jelas
3 Jelas Jelas Jelas
4 Jelas Jelas Jelas
5 Jelas Jelas Jelas
6 Jelas Jelas Jelas
7 Jelas Jelas Jelas




8 Jelas Jelas Jelas
9 Jelas Jelas Jelas
10 Jelas Jelas Jelas
11 Jelas Jelas Jelas
12 Jelas Jelas Jelas
13 Jelas Jelas Jelas
14 Jelas Jelas Jelas
15 Jelas Jelas Jelas
16 Jelas Jelas Jelas
17 Jelas Jelas Jelas
18 Jelas Jelas Jelas
19 Jelas Jelas Jelas
20 Jelas Jelas Jelas
21 Tidak Jelas Jelas Tidak Jelas
22 Jelas Jelas Jelas
23 Jelas Jelas Jelas
24 Jelas Jelas Jelas
25 Jelas Jelas Jelas
26 Jelas Jelas Jelas
27 Jelas Jelas Jelas
28 Jelas Jelas Jelas
29 Jelas Jelas Jelas
30 Jelas Jelas Jelas
31 Jelas Jelas Jelas
32 Jelas Jelas Jelas
33 Jelas Jelas Jelas
34 Jelas Jelas Jelas
35 Jelas Jelas Jelas
36 Jelas Jelas Jelas
37 Jelas Jelas Jelas
38 Jelas Jelas Jelas
39 Jelas Jelas Jelas
40 Jelas Jelas Jelas
41 Jelas Jelas Jelas
42 Jelas Jelas Jelas
43 Jelas Jelas Jelas
44 Jelas Jelas Jelas
45 Jelas Jelas Jelas
46 Jelas Jelas Jelas
47 Jelas Jelas Jelas
48 Jelas Jelas Jelas
49 Jelas Jelas Jelas
50 Jelas Jelas Jelas
51 Jelas Jelas Jelas
52 Jelas Jelas Jelas
53 Jelas Jelas Jelas
54 Jelas Jelas Jelas
55 Jelas Jelas Jelas




56 Jelas Jelas Jelas

57 Jelas Jelas Jelas

58 Jelas Jelas Jelas

59 Jelas Jelas Jelas

60 Jelas Jelas Jelas

61 Jelas Jelas Jelas

62 Jelas Jelas Jelas

63 Jelas Jelas Jelas

kesesuain 62 63

Kompetensi

No | Heny Martha Niken

1 | Pelaku langsung Pelaku langsung Pelaku langsung
2 | Pelaku langsung Pelaku langsung Pelaku langsung
3 | Pelaku langsung Pelaku langsung Pelaku langsung
4 | Pelaku langsung Pelaku langsung Pelaku langsung
5 | Pelaku langsung Pelaku langsung Pelaku langsung
6 | Pelaku langsung Pelaku langsung Pelaku langsung
7 | Pelaku langsung Pelaku langsung Pelaku langsung
8 | Pelaku tidak langsung Pelaku tidak langsung Pelaku tidak langsung
9 | Pelaku langsung Pelaku langsung Pelaku langsung

=
o

Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

[ERN
[ERN

Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

[ERN
N

Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

=
w

Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

14 | Pelaku langsung Pelaku langsung Pelaku tidak langsung
15 | Wartawan Wartawan Pelaku langsung

16 | Pelaku tidak langsung Pelaku tidak langsung Pelaku tidak langsung
17 | Wartawan Pelaku tidak langsung Pelaku tidak langsung
18 | Pelaku tidak langsung Pelaku tidak langsung Pelaku tidak langsung
19 | Pelaku langsung Pelaku langsung Pelaku langsung

20 | Wartawan Wartawan Wartawan

21 | Wartawan Wartawan Wartawan

22 | Pelaku langsung Pelaku langsung Pelaku langsung

N
w

Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

N
~

Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

N
o1

Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku tidak langsung

N
(o]

Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

N
~

Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

N
oo

Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

N
©

Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

w
o

Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

31 | Pelaku langsung Pelaku langsung Pelaku langsung

32 | Pelaku tidak langsung Pelaku tidak langsung Pelaku tidak langsung
33 | Pelaku tidak langsung Pelaku tidak langsung | Pelaku tidak langsung
34 | Wartawan Wartawan Wartawan

w
o1

Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung




36 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

37 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

38 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

39 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

40 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku tidak langsung

41 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

42 | Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

43 | Pelaku langsung

Pelaku tidak langsung

Pelaku langsung

44 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

45 | Pelaku tidak langsung

Wartawan

Pelaku tidak langsung

46 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

47 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

48 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

49 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

50 | Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

51 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

52 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

53 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

54 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

55 | Pelaku langsung

Wartawan

Pelaku langsung

56 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

57 | Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

58 | Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

Pelaku tidak langsung

59 | Wartawan

Wartawan

Wartawan

60 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

61 | Pelaku langsung

Pelaku langsung

Pelaku langsung

62 | Wartawan Wartawan Wartawan
63 | Pelaku langsung Pelaku langsung Pelaku langsung
Kesesuaian 59 58




